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ABSTRAK

Perjanjlan Kredlit Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor
Secara Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Gunung KlnlBalu

Semarang o

enggunakan Metode pendekatan yurlidis empiris,

dengan spesifikasl penelitian deskriptif analisls., Populas]

penelitian
sampling.

adalah Bank Kinibalu Semarang, dengan Purposive

Perjanjian Kredlt pada Bank Perkreditan Rakyat Gunung
KinlBalu Semarang dengan jaminan berupa Kendaraan bermotor
secara Fidusia sebaglan besar (99,68 %) dilakukan dengan

akta di b

awah tangan. Adapun alasannya adalah nilai

kreditnya yang diperoleh oleh npasabah sangat kecl) antara

Rp. 2.000.000, hingga Rp 10.000.000, dengan waktu antara

2 - 12 bulan. ' :
Upaya-~upaya dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Gunung

KiniBalu §

emarang dalam menyelesalkan Kredit bermasalah

akibat nasabah wanprestasi lalah :
a. Nasabah memberikan Jjaminan kepercayaan dengan

akta
Bank me
Nasabah
reschet

dibawah tangan.
mberikan Surat perlngatan ke I dan II kepada
wanprestasi dan pengamblilan keblJakan yvaknl

Tuling, restructuring dan Nasabah membuat surat

Pernyataan secara tertulis, bersedla menjual sendirci

barang

jaminan atau Bank mencari sendirl pembelinya

untuk pelunasan kredit nasabah.

b, Nasabah
Bank mei

memberikan jaminan Fldusla dengan akta Notariel,
Werlkan Surat peringatan/tegoran. Bila terllhat

gagal, Bank memlnta nasabah mencari sendirl pembel]l atau
Bank mencarl pembell setelah dirova.

Adapun

Gunung KiniBalu Bemarang terhadap debltur yvang overmacht

yaitu:

vapaya yang dllakukan Bank Perkreditan Rakyat

a, Bagl nagabah Baru belum termasuk rating akan diselesal-
kan melalul Asuransinya.

b. Bagi na
dilakuk

a.

0.

sabah telah termasuk rating maka kebljakan yang
i bank adalah !

zminta surat surat dari kepala desa/Kelurahan,
polislan, dokter, sebagal pendukung alasan
ermacht,

zscheduling,

gabah membuat surat Pernyataan secara tertulls
au kesanggupan untuk pemenuhan perjanjlian.

nk meminta nasabah menjual bafénggselaih vang
Jadikan Jamlnan untuk melunas! kreditnva.




Abstract

Study of Creditable deal using vehicle warranty fiducially to Gunung Kinibalu People’s
Credilably Bank in Semarang use empirical juxiclical approach method, utilizing
dnalyhcal descriptive. The population of this research is Kinibaly Bank in Scm(mmg,
usmg purposive sampling.

Most of the deal in Gunung Kinibalu People’s Creditably ank (99.68%) using vehicle
warranty fiducially is just carried by underhand document. ‘The reason is that the very
small eredit value obtained by client between Rp.2.000.000,- 10 Rp.10.000.000,- for 2
until 12 months.

The efforts done by Gunung Kinibalu Bank in setting problematical credit caused by:
1. Unachieved client are:

a. by trust warranty using underhand document. : -
Bank gives first and second notice letter for client; then: rescheduling,
restructuring statement and client itself find the buyer for paymg off credit

b, ﬁduc1a11y warranty using notary document,

Bank gives notice or warning letter if it was failed, Banks asks the client to find
itself after being cancelled.

2. Overmacht debtor are:
a. For new client that doesn’t include rates will be finished by his or her insurace.
b. For client that includes policy rates done by banks is:
Giving notice or warning letter to the overmacht client such as:
a. asking statement from village leader or district or police office; doctor as
suppoi'ter of the overmacht reason.
b. - reschedulling
- client makes written statement or willing for granted deal
- bank asks client to sell things beside another that is brought warranty for
paying off the credit

ngx{.{s'l_a.s'i‘ Oleh FX Adji Samekto
Sl ' oh ' s
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A. Latar Belakang

Dalam rangka mehcapal tujuan pembangunan dan peméfata
ann usaha dan perluasan lapangan kerja, Pemerintah melakukan
berbagai usaha untuk menlangkatikan peranan usaha Kecll valtu
antara lain dengan memberikan kemudahan dalam memberikan
kredit sebagai tambahan medal. Usaha tersebut dipercayakan
keuangan, baik lembaga bank maupun lembaga
bukan bank. Bank sebagai lembaga keuangan, memberi Kesempat
an kepada- masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank

semata-mata dlidasarkan pada XKegercayvaan bahwa uvang yang
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pemerataan, perty
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nasional menuju

Apablla nasabah mengajukan permohonan kredit kepada-
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itk sebelumnva akan melakukan an:

vang mendalam terhadap setiap permohonan kKredlt yang




diterimanva. Penilaian itu meliputi: watak, kemampuan,
Fad

modal, agunan, dan prospek usaha debitur, faktor-fTaktor

dalam men

44

tersebut memsgang peranan pentlin ntukan pertim-
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bangan pemberian Kredit.
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Hal ini sesual dengan ketentuan Undang-undan

1

kat dengan UU) No.10 Tahun 1998, Pas

o
]
fan

e
Y
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(1) bahwa: dalam memberikan tredit atau pemblavaan
ank umum wajib mempunyal
kevakinan berdasarkan analislis yang mendalam atas iktikad

A o o =

Kemampuain sei

reditur dalam suatu perjanjian kredit memerlukan
tebih darl hanva sekedar janji dari debitur untok meia
nakan atau memenuhl kewajlibannya yaitu dengan memberikan

jaminan. Ilmu hukum dan Peraturan Perunhdang-undangait yang

rebendasan”. Disebut
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glatan perkreditan dengan menggunakan Jjaminan telah

diatur dengan Gadai, Hipotik dan Hak Tanggungat

et
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anah dan yang

' . ' i . - R .
melekat ditasnya } vaing diataur dalam Undang Undang Hukum
Perdata Buku Kedua Bab XXI mulai Pasal 1162 sampal 1232
serta Overschrijving Ordonantie 1834 dengan berlakunya

Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 serta Undang

Undang nomor 4 tahun 1996 sudah tidak berlaku lagi, kecuall
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sampa

untuk

o) rangnva masih tetap
beraga dalam kekuasaan Debitur dilkenal dengan Jaminan atas

SBepiember 188G,

Sebelum Undang-Undang

kan, pada umusnys benda yang menjadli obyek Jaminan Fidusia
hanvalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri dari
benda dalam persediaan/ inventory, benda dagangan, plutang,

|




arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan

-

benda tak bergerak khususnya bangu

o]
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tidak dapat
dibebani dengan Hak Tanggungan mepurut Undang-Undang Nomor

4 Tahun 19%6. Dengan Undang Undang tersebut diatur pula

pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan Kepastian hukum

an jaminan Flildusia memberikan hak yang didahulukan kepads

Fa ¥

penerima Fidusia terhadap kreditor lain., Untuk pembebanan
benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris
KR | ot e — T a3 - = - a . P (PR PR P T e T R T A T -
daiam ovanasa Indonesia dan merupakan Akta Jamingan Fidusia

itnya sebagian besar Jumlahnya kurang
darl tujubh juta rupiah dan untuk itu deblitur memberikan

.
o

minan Fidusid berupa Sepeda Motor

kan banyak masalah bila debitur tidak menepatl Jjanji mem-
bayar kredit sesual dengan vang dijanjlikan,

4
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khasanah 1lmu hukum dalam rangka penyempurnaan pelaksa-
naan pengaturan jaminan kredlt Bank serta pembangunan

hukum Nasional pada umumny

8]

Kepuasan Nasabah dan Bank secara berkeadilan dan
T
¥reperrsamaan.
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2. Jenis Bank

Pemerintah Indonesia pada tahun 1992 telah melakukan

penvederhanaan perbankkan ba

b
.

.
[ 4]
-
—
-
4]

mauvpun uwusaha bank

-

sebagaimana ditentukan dalam Undarg4un'ang Nomor. 7 tahun

fac)

1992 tentang Perbankan. Menurut UU pomor. 7/1392 Pasal 3
yang telah dirobah dengan UU nomor. 10 tahun 1993 dinyata-

kan bahwa Bank menurut jenlisnva terdiri dari Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat

a. Bank Umum adalah bank yvang melaksanakan kegiatan usahsa
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsgip Syariah
yang dalam kegilatannya memberlikan jasa dalam lalu lintas

jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4},
Dengan demikian macam operasional Bank dapat dibagal

a. Bank dengan prinsip Konvensional dan
b. Bank dengah Prinsip Svariah.
3. Fungsi Bank
Bank memegang peranan penting dalam kehidupan

Yang menjadi tempat bagi perusaha:




melalul keglatan perkreditan ataun jasa perbankan vang

lalnnya. Bank melayani kebutulan peablilayaan serta me

(T

lancarkan mekanisme system pembayaran bagi secmua sektorp

perekonomian sehingga dengan demikian besar andilnya bagl
P Yo a e - . 1 - * P ;31‘!_ h P T, - e - - 7
penifigratan 1aju pertumbuhar nasional suatu fhegara,”
Menurut Undang Undang Nomor. 10 tahun 1998 Pasal 3 d¢i
nyaitakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah
sebagal penghimpun dan peavalur dana masyarakat, Hal ini

berartl bahwa kehadiran bank sebaga] salah satu badan usaha
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Berfungsi sebagai pembavaran {payment Ffunction), bank

melakukan transaksli pembavaran melalui perintah pembayaran

£ oo

(standing instructiens) atau bukti-bukt] ltainnya. Sedangkan

dalam fungsinya sebagal pinjaman {lending iUﬂLLlUﬂ} bank

memberikan plaojaman atau melaksanakan kriterlia investasi
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ilkan rate of return vang

mencukupl darl pada cost of fund sumber dana perbankan.

Sebagai fungsi uang {money function}, bank menciptakan uang
(money maker) melalul pemberian kredit vang dimanifestasi
kan dengan penciptaan uang giral 4

Mepurut Unda Undang Nemor : 10 tahun 1998 Pasal i angka

bahwa layanan jasa bank cukup iuas. Bank
tidak hanya memberikan kredit, melainkan Juga menvalurkan
Kepada masyarakat. Artinva, bank berfungsi

vagal perantara {financial intermediary) antara pihak

yang membutuhkan dana (lack of fund} dan pihak vang kelebih
ait dana {surplus of fund). Berdasarkan pemahaman di atas
A - - P ol ——— - 21 o1 T P, - T . - .
aan sesuaij dcng,du 1Ungsy yang digalankKanava, ank yang

Berkenaan dengan kemajuan teknolegi dan Ilmu pengeta-

huan, inaka fungsi bank mengalami periuasan sguna memenulil

(1[4]

keperlvan masyarakat. Bank selaku finance company akhirny:
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kepada rfee based income dan Jasa konsultasi %

[¥4]
147

uangan.

4. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undan

T
¥

g No. 10 tahun

s
s
e
[
(o3

entaii

o
e
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jout
%
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jond
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nk Perkreditan Rakyat adalah

Cu

o
I
fou]
o

yang menerima simpanan hanva dalam bentuk deposito

o

erjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yvang dipersamakan

dengan itu.

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Desa, Lumbung Desa,

Ban® Fasar, Bank Pegawai dan bentuk lainnya yang dipersama-

telanh tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat indone-
Sia serta masih diperiukan oleh masyarakat, sehingga kebera-

daan lembaga-lembagas tersebut periu diakui. Oleh Karenanyva

SO0 Mk

R T A o 1 = .
wirsi” Madld Java,




Apabila berpatokan pada plafon kredit bagl Bank
Perkreditan Rakyat, maka definisi Bank Perkreditan Rakvyvat
dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis bank vang men
1

Jalankan usaha g

o
Jo
[
S

mengutama

5. Usaha Rapnk Perkreditan Rakvat
tapun U a-usaha Bank Perkreditan Rakvat dalam

13 Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang

pantuk simpanan

berupa deposit berjangka, tabungan dan/atau bentuk
izinnya yang dipersamakan dengan itu;

b, memberikan kredit

c. menyvediakan pemblayvaan bagl nasabah berdasarkan prinsip

ndang-undang nomoir 7 tahun

I
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@
&
it




a.

b.

13

Menerima simpanan berupa gliro dan ikut serta dalam lalu
lintas pembavaran;

1

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asin

d.
. melakukan usaha lain di luvar keglatan usaha scbagaimana
diatur dalam Pasal 13.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan
dengan Keglatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama
ditujukan untuk melayani usaha usaha kecil dan masvarakat
didaeranh pedesaan.

B. PERJANJIAN PADA UMUMNYA
1. Pengertian pesjanjlan

Pengertlan perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang

uinrdang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana

Satu orang atau lebih menglikatkan dirinva terhadap satu

orang laln atau lebih.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujfuan karena

a pihak bersstuju untuk melakukan sesuatu. Oleh karena
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Demikian pula terdapatnya campur tangan Nesara

terhadap isl perjanjian yang dibuat oleh para pihak misal

nya dalam hal hubungan antaraz buruh dan ma jlkan/pengusaha
dalam beberapa peraturan perundang undangan.

Demiklian puls terdabataya pembatasan dalam kKebebasan
verkontrak yang dijumpai melalul Jurisprudensi Pengadilan.
Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui
campurlr tangan negara maupun Pengadil adalah untuk me
ivruskan ketldak adilan adalam hubungan perjanjian, ter
masuk perjanjian yang timbul dari hubungan aniarzs Bank dan

.Nasabah dalam produk perbankan 1?
b, Asas koansensualitas

Perjanjlan akan melal
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antara para pihak yang membuatnya, seseorang tidak dapat
mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bag!

cetiga kecuali terjadi penanggungan.




1é

3. Byarat-syvarat dan sahnva perjanjian
Adapun syarat syarat sahnva suatu perjanjlian tersebut
ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata varni

o)
-

3. suatu benda tertentu
4. suatu sebab vang halal.

nal yaltu : mengenal subyeknva { yvang membuat perjanjian )
dan kedva mengenal obyeknya valitu aps vang dijanjlkan oieh
masing masing masing. Dengan tidak dipenuhl syarat subyek-

kKan pembatalan kepaada hakim. Sedang bila tidak dipenuhi
syarati obyektif diancam dengan pembatalan perjanjlian per-
A N N T P 1 11 o N d'__.-..|1_._ e = omm 3. trmtalan
Janjfrannya el Nhugum Lanpa lajidfan atau dimint an

mana. Sistem tersebut adalah logls karena tidak dipenuhi




C. TINJAUAN UMUM KREDIT, JAMINAN DAN FIDUSIA

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi valtu
. Ay < a a . - 1ot
"ecredere” vang berarti kcperCa.yaauli . Jadi dasar dari

kredit adalah kepercavaan atau kevalkinan dar] debitur bahwa

ini tidak ditemukan dalam BW tetapi diatur dalam

itu merupakan perjanjlan pinjam-meminjam uang antara bank

scbagal Xreditur dengan nasabah sebagal debitur. Dalam
perjanjian init bank sebagal pember! kredit percava terhadap
nasabahinya dalam jangka waktu vyang disepakatinva akan

kemball prestasi ini merupakan suatu hal vang abstrak,
Karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi teg




2. Bentuk Perjanjian Kredit
Dalam praktek perbankan di Indonesia bank dalam mem
buat perjanjian kredit dengan dua bentuk atau cara yaitu.lz
a. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan.
b. Perjanjlan Kredit berupa akta notaris.
Axta dlbawah tangan adalah tulisan yang ditanda

bentuk yang ditentukan oleh Unpdang Undang, dibuat oleh atau
dinadapan pejabat umum vang becrwenang unituk itu ditempat

dimana akta itu dibuat. {(Pasal 1868 Kitab Undang-undang

Dengan demiklan untuk dapat dikatakan sebagail akta

larus memenuiii 3 sy
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at utama valtu :
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pertama : akta itu harus dibuat oleh atan dihadapan pejabat
winuim

Eedua :opejabat uvmum itu harus mempunyal wewenang untuk
membuat akta itu.

i

ketiga + akta hagrus dibuat dalam bentuk vang ditentukan

oleh undang undang.
Namun demikian Pasal 1868 Kitab Undang ~undang Hulkum

Perdata tersebut belum jelas dan belum lengk ap mengatur

tentang siapa yang dimaksud dengan Pejabat umum itn.

Pejabat Umum yang Jdimaksud tersebut adalzah pejabat vang
ditentukan dalam Pasal | Peraturan Jabatan Notaris yang

R, [ P N T e = . - 1 - . N o ieans S o -
meny kan bahwa : Notarls adalah Pejabat umum vang satu

perouatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh
3 =

suatu peraturan umum atav oleh yang berkepentingan dikehen-

daki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

¥
grosse salinannya dan kKutipannya semuanya sepanjang pembua-

Juga ditugas-

Untuk sahnya beberapa perbuatan hukum, undang undang

utan dan pula menyangkut kepentingan pihak selain pembuat.




Dengan campur tangannya notaris dalam pembuat alat bukti
perbuatan tersebut maka para pihak dapat lebih sadar akan
aklbat hukumnya dan pula svarat syarat cshubungan dengan
perbuatan liu dapat diatur sedemikian rupa sehingga ¥epen-
tingan yang bersangkutan mendapat perslindungan yang wajar13
Sekalipun hukum perikatan dikenal asas kebebasan ber
xontrak, termasuk kKebebasan untuk membuat aktanya, namun
ternyata sepertl halaya dalam perjanjlan kebebasan sesge

orang dalam pembuatan akta juga dibatasi oleh pembentuk
undang-undang.
D. JAMINAN PADA UMUMNYA
1. Pengertian Jaminan & Jenisova
Dalam literatur hukum, kita tidak mengenal Istilah
nukum jaminan, sebab kata rechi dalam rangkalannyva sebagal
Zekerheidsrechten berartl hak, sehingga Zekerhelidrechten

. . i s .. .. o
adalah hak-hak jaminan ** Dengan demikxian jika kita mau
merumuskan hukum jaminan, maka dapat hukum jamipan dapat

4
. & P o 12
kreditur atas huiang debitur™.
Dalam peraturan perundang-undangan masalah Jaminan




dapat dijumpal pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum

([.

fdata dan penjelasan Pasal 8 UU nomor., 10 tahun 1998,

pamun dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan apa

o

yang dlmaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua

’ i
ketentuan {d1 atas dapat diketahui, bahwa Jjaminan srat

et

hubungannya dengan masalah utang.

Daiam perjanjlan pinjam meminjiam uvang, pihak kred

[

tur

143

iasanya meminta kKepada debitur agar menvediakan Jjaminan

berupa sejumlah harta kekavaan untuk kepentingan pelunasan
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mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang.
Barang Jjamina dipergunakan untuk melunasi utang, dengan

14 peraturain yang

Hasilnya untuk melunssi utang, dan
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mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada p

nya. 8ebab perjanjlan jaminan tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknyva. apablila
pefjanjian pokoknya berakhir, wmaka perjanjlan Jumlnauny

Juga berakhir. Tidak mungkin ada orang vang
suat
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3

perjanjian vang demikian ini disebut accessoir. 6
Untuk dapat mcmb at perjanjian jaminan, dalam perjan-

Jian pokoknya harus dlatur dengan Jjelas tentang adanva

Janji-janji tentang jaminan. Dengan janji-janjfi inil sebagal
sumber terbitnya perjanjian Jaminan yang dikehendakl oleh
kreditur dan deblitur. Jadl membuait perjanjian jaminan

merupakan salah satu pelaksanaan darl perjanjian pokok

{s2

tanggungan uhituk segala perikaiannya perseorangan’.
Dalam membuat perjanjlan jamipan, debitur dalam hal
inl cukup pasift, karena perikatannya sudanh diatur oleh




undang-undang. Tanpa adanya perjanjian vyang diadakan para

piha

k

[

lebin dulu, para kreditur konkuren semuanya secara

bersama-sama mempercleh jaminan umum yang diberikan oleh

undang-undang itu.’’
' 3
Dengan demikian maka dalam jaminan umum ini, semua
barang-barang milik debitur merupakan jaminan bagl para

creditur tanpe memandang siapa kreditur yang membuat peri-

katan ileblh dahulu. Semua kreditur mempunyai hak yang Sama,
namun mengenal pembayaran utang tidak dibagl rata daci

vali
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Sl Da

il penjualan barang-barang terse

1

out. Hasil penjualan

. .

-~barang ltv dibagi-bagikan menurut keseimbangan,

tu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kredi-

, Kecuail diantara Kreditur mempunyal hak untuk didahu-

ang

proporsional, sudah tentuakan mengaki

sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-
(=3
Hukum Perdata. Karena pelunasan dilakukan =escara

idak memuaskan kreditur, kurang

imbulkan rasa aman dan terjamin bagl keedit yang diberi-

wl

Clhioet NOFWNH, 1280, Hukun Jaminan 01 Indonesia,

Ko HuURK b Jﬁmlndn dan Jaminan Perorandgan, Libarty, Yodgva-

Masiohosn Sofwan, ibid
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Dengan demikian kreditur tidal mengetahul secara
persis berapa jumlah h-orta kekavaan debitur, serta kepada
slapa saja debitur telah berhutang, sehingga dikhawatirkan
hasil penjualan harta kekavaan debitur nantinya tidak cukup

untuk melunasi vtang-utangnya.

4. Jaminan Khusus

Jaminan khusus dalam ﬁunia hukum d@namak@n jaminan

kebendaan Perocangan.
Jaminan ini meliputd
- gadali
- hipotek
- Hak Tanggungan
- Jaminan Fidusla

Selain jaminan kebendaan dalam Kitab Undang Undang
Hukuym Perdata juga dikenal jaminan orang atau Penanggungan
hutang (Beorgtocht) vang diadakan antara Kreditur dengan
pihak Ketlga, dimana pihak ketiga terssbut mengikatkan dirci
untuk memenuhi perikatan debitur, jika debitur tidak meme-
nuhinya., Perjanjian ini dapat diadakan dengan sepengetahuan
debitur atauw tidak, karena pada dasarnva penanggungan 1nl
diadakan untvk kepentingan kreditur ( Pasal 1823 KUHPerda-
ta). Namun demikian penanggungan ini tidak mengubah status
kreditur menjadi kreditur preferent, sehingga blla terjadi
kelalaian debitur maka tetap berlaku ketentuan pelunasan

secara proporsional.,




kan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang hak

tanggungan, dapat dijadikan obyek Jamlnan Fidusia.

A

Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan Isi kotos
berukuran 20 (dua pulul) M3 atau leblh.
3, Hipotik atas pesawat terbang.

4, Gadal.

2, QObyek Jaminan Fidusia

Sebelum Undang-Undang No,.42 tahun 1999 tentang jamin
an Fidusia diperlakukan, pada umumnya benda yang menjadi
obyek Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda berger-
ak yang terdirl darl benda dalam persediaan lnventory,
beﬁda dogangan, plutang, peralatan mesin dan kendaraan

befmotorig Dengan diperlakukannya Undang-Undang nomor 42

tahun 1999 tentang Jjaminan Fidusia penge ertian Jaminan

Fidusia diperiuas dalam arti benda bergerak yang byeewu jud

maupun tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak

dapat dlbebanl dengan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang

Nomor: 4 tahun 1996,

P&rkembangan selanjutnya obyek jaminan Fidusia juga
mencakup benda tidak bergerak sebagaimana dliatur da}ém :

1, Undang-Undang Republlk Indonesia nomor 16. tahun 1983
Tentang rumah susun, Lembaran Negaca tahbun [985 nomor
75, Tambahan Nomor 3318 yang mengatur mengenal rumah
susun berikut tanah tempat bangunan itu berdlri serta

benda lainnya vang merupakan satu kesatuan dengan tanah

nE 1At Ames man Ak AR SAM RS RIS WA R W e Nt el ekt LAY N G

19, Ridwan Widva Dharma, Ignatius, 2001, Hubum Jaminan Fldusia,
Padoman Prakbis, Badan Penecbit Universitas Diponegoro, bal 13

\
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E. JAMINAN FIDUSIA SECARA UMUM

. Pepngertian Fidusla

Fidusia adalah pengallhan hak kepemilikan suatu benda

atas dasar ?bpcr aan dengan ketentuan bahwa benda yang
hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik

benda. Sedang Jaminan Fidusia adalal hak jﬁminan atas bpnda
bergerak baik yang berwujud maupun dan benda tidak be rgerak
khususnya bangunan yang tldak dapat dibebani hak tangg Py

sgbagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomo: 4 tahun
1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguas
aan pemberli Fidusia, sebagal agunan bagl pelunasan hutang
tertentu, yang memberlkan kedudukan yang diutamakan kepada

penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pasal 2 UndanguUndang nemor. 42 tahun 1999 Jaminan
Fldusia mgmberlkan batasan cuang lingkup berlakunya Undang-
Undang Jaminan Fldusla yaitu berlaku terhadap setiap per-
Janjlan yang bertujuan untuk membebanl Benda dengan Jaminan
Fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dibuat
dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan
Fidusia lni tidak berlaku terhadap :

l. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
gepanjang peraturan perundang-undangan vyang berlaku
menentukan Jjaminan atas benda-bendsa ‘fers ebut wajlb
didalftar. Namun demikian bangunan di atas mi[ik Orang

lain  yang tidak dapat dibebanl hak tanggungan berdasar




Fidusla jika tanahnya tanah hak pakal ataszs tanah ftegara
Pasal 12 ayat 1b dan hak milik atas satuan rumah susun
dapat dijadlkan Jaminan utang dengan - dibehan] Fidusia
Jika tanahnya tanah hak pakal atas tanah negaraPasall3 b

2. Undang-Undang nomor: 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman, Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 23, Tambahan
Nomaor . 3469, Yang mengatur bahwa cumah-pumah yang di
bangun di atas tanpah yang dimiliki aleh pihak lain dapat
dibebani dengan Jaminan Fidusia (Pasal 15},

Oleh karena jtu, guna memenuvhi kebutuhan masyarakal
yang terus beckembang, maka menurut Umdang-Undang ini abyek
Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas seperti ‘yang

tercantum dalam Pasal | ayat (4}, Pasal 9, Pasal 10 dan

. y )
Pasal 20 yaitu Benda tersebut :‘*O

I. Benda tersebut harus bisa dimiliki dan diallhkan Secara
hukum. '

2. Dapat atas benda berwyjud,

3, Dapat juga atas benda Yang tidak berwujud, termasuk

piutang.
4. Benda bergerak. | |
5. Benda tldak bergerak yang tidak dapat diilkat dengan hak
tanggungan. : '
; 6. Benda tidak bergerak tidak dapat dibebani dengan
Hipotik,

7. Balik atas benda yang sudal ada maupun terhadap benda

i Yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan

diperoleh kemudian, tidak diperiukan suatu akta pem

[N NS VU SR Gt L WAL e AR e A0 YA et S vt St At h

MUundo Fuady, Z0O03. Jamlran Filousla, PV, Cltra aditya Bandui,
nal. %235
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i=d

bebanan Fldusia tersendiri.

8. Dapat atas satu satuan atay Jenis benda,

9 Dapat Juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda

10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek
Fidusia.

Fl. Termasuk juga hasil klalm asuransl dari benda vang
menjadl obyek jaminan Fidusia.

12. Benda persedliaan (inventory, stock perdagangan) dapat
Juga menjadi obyek jaminan Fidusia.

Utang vang pelunasannya ddijamin dengan Jaminan

u
idusia dapat berupa: 21
1. Utang yang telah ada.

2. Utang vang akan timbul dl ¥Yemudian harl yang telah
diperjanjikan dalam jumiah tertentu. Utang yvang akan
timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah
"kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembavaran
vang dilakukan oleh Kredltur untuk kepentingan Debitur
daltam rangka pelaksanaan garansi bank.

d. Utang yang pada saat ecksekusi dap§t ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjlan pokok yangkmenimbulkan kewa jlban
memenuh i Suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang
bunga atas pinjaman pokok dan biaya lalnnya yang jumlah

nya dapat ditentukan kemudian.

-

3. Pembebaunan Fidusis

Pembebanan benda dengan jamlinan fidusia dibuat dengan
akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jamin
an fldusla, demlklan bunyl Pasal 5 avat (I} UU No.42 Tahun
19989 tentang jaminan fldusla. Menurut penjelasan avat ter

sebut bahwa selaln dicantumkan hari dan tanggal Juga di

Gunawan Wldlayva, op oit hal, 136
)




Eav]
“{

cantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta Jemlnan fidusla sekurang-kurangnya memuat hal
hal sebagal mana disebutkan dalam Pasal 6 bessrta penjelas
annya UU nomor 42 tahun 1999 yakni :

a. Identitias pihak pemberi dan penerima fldusia
Identltas tersebut melfputi nama lengkap, agama, tewmpat
tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahlr, Jenls
kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

b, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusla, yaltu
mengenal macam perjanjlan dan hutang yang dijamin dengan

fidusla.

B¢

Uraian mengenal benda yang menjadl obyek jJaminan fidu-
sia; Cukup dilakukan dengan mengldeﬁilflkasikén benda
tersebut, dan dijelaskan mengenai surat buktli kepemllik
annya. Dalam hal benda yang menjadl obyek jaminan f{ldu-
sla ltu benda persedliaan (laventory) yang selalu ber
ubah~-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,
barang Jjadl, atau portofolle perusahaan efek, maka dalanm
akta Jaminan fidusia dicantumkan uralan mengenal Jjenls,
merk, kualitas darl benda tersebut,

d. nilal penjamlnan dan,

¢. nllal benda yang menjadl obyek jaminan fidusla.

4. Pepdaftarap Fidusla

a. Asas publlsitas
Pendaftaran bendsa vang dibebani dengan jaminan fldusia

merupakan salah satyu asas utama hukum jamlnan kebendaan &agar

L
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t

Hapusnya utang atau pelepasan, maka dengan sendiri

nya jaminan fidusia yang bersangkutan ikut jadi hapus.

idusia sebagal ¥ang memiliki hak fidusia bebas untuk

karena obyek Jaminan fidusia sudah tidak ada. Apabila benda
vang benjadi obyek jJaminan fTidusla tersebut musnah dan

Denda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan

Apabila jJjaminan fidusia tersebut hapus penerima
fidusia memberitahukan pada ¥antor pendaftaran fidusia,

dengan hapusnya Jaminan fidusia tersebut, maka kantor

pendaftaran Tidusla mencoret pencatatan Jjaminan fidusia
dari buku daitar fidusia. Selanjutnya kantor pendafiaran
fidusia menerbitkan surat keterangan yvang menyvyatakan
sertifikat fidusia tidak beriaku lagl.

Dalam praktek, penerima Tidusls biasanya tidak mem-
beritahukan bahwa piutang dalam perjanjlan pokok telah
hapus, sehinggs debitur atau pemberl fiduslaiah ¥yang ber
kepentingan dengan pencoretan pencatatan jaminan fidusia

]

£




bercidra janji. Atau juga ia melanggar perfanjian, valtu

o

apablla ia melakukan atazu berbuat sesuatu vang tidak bolsh

& a

dilakukannya. Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa

Belanda, yang berarti prestasi vang buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) scorang debitur

dapat berupa empat macan 3

c. melakukan apa yang dijanjlkannya tetapi terlambat;

1 d

a. melakukan sesuatu yang menur rianjian tidak boleh

b=y
=
=t
el
4]
[

dilakuk

fvd
[
fon}
o
o

Kelalalan atau kealpaan terhadap yang bBerutan
{si berutang atau debitur adalah pihak yvang wajib melakukan

seguatu), sehingsa terh:

HuXuman atau akibat-aklibat yang tlidak enak bagi
debitur yvang lalai tersebut ada empat macam, yvaknl
pertama : membavar kKeruglian vang diderita oleh kreditur

atau dengan singkat dinamakan gantl rugi;
bl s S5H & Sk
kKedua : pembatalan pecjanjian atau juga dipamakan
' B T T T O S,
I!pt:l'l'lliz'L.d.hcilll! pt‘l__ld.li_j 1.‘:‘.ﬂ,
ketlga 1 peralihan resiko;
| TR o . PR S 1. . s T T oo P - d- _.‘1_,$-1‘__ -
Kecmpat ¢ mempayvarl laya pclkala {ataud sampait iperraraKan
dimuka Halkim.
Karena wanprestasi (keialaian) mempunval akibat-




dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau
lalal, dan kalau hal i{tv disangkal olehnva, harus dibukti-
kan di muka Hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk

1

kall

Tentang caranya memperingatkan seorang debitur, agar

supaya, jika ia tidak memenuni teguran itu, dapat dikatakan

falal, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyl "Si berhutang adalah

orestasinva, la berada dalam keadaan lalal atau alpa dan
n - PO R I - Ly I - ) - - - P P . P - =1t o o o ~ -
ternadap dia dapat diptuid.ﬁux{aﬂ SafEsSi—-Sanissl sSepagaimana
digsebutkan di atas, valtu ganti-rugl pembatalan perjanjian

- . - - - d e gm 1 T - k3 — [ R
Sanksi-sanksil tersgenur akan Xlta Dicarakan atu

Gantl rugti sering diperincl dalam tlga unsur @ biava,
- - o o - R T oo Ao [ S T -
fugi dan bunga {dari btahasa Belanda "kosten, schaden en
interessen™). Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur
. - o - e kRIS P I K T, [0 PR B 1} - = 1- - = = 1 -
fine 7 Yang dimaksudkan dengan D1Lay aagaltan segaia




engeluaran atau perongkesan yvang nyvata-nyata sudah di

P
keiuvarkan oleh satu pihak. Jike seorang sutradara mengadak

¥

an suatu perjanjian dengan ssorang pemain sandiwara untul

¥

mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain inl kKemudian tidak
dapat sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka van

o
=

termasuk "biava" adalah ongkos cestak lklan-iklan, sewa

Yairg dimaksudkan dengan lstilah

rugian karena kerusakan barasng-barang kepunyaan kredltur

hingga sapl-sapl inl matl

diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat di
tentuan-kKetentuan itu meruvpakan pembatasan dari apa yang

antli rugi. Dengan demikian, seorang
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debitur yang lalau atau lapa, masih juga diperlindungl oleh

Undang-undang terhadap kesewenang-wenangan sl kreditur.
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iwa jibkan mengganti biaya rugi

~+

dipenvhinysa perjanjian itu

disebabkan karena tipuv daya si berhutang, penggantian
biayva, rugl dan bunga, sekedar mengenal Xeruglian- yang
diderita ¢leh si berplutang dan keuniungan yang terhllang
baginya, hanyalah terdiri atas apa vang merupakan akibat
iangsung dari tak dipenuvhinva perjanjlan”,

Mengenal pembatalan perjanjlan atau juga dinamakan
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itu dirasakan, dapat dibayangkan jika kita memikirkan

pakalan sreagam untuk satu batalyon prajurit, kalau

kontraknya dibatalkan pada waktu la sudah memotongi bahan

pakaian beratus-ratus meter vang diperlukannva. Atau

nasibnya seorang pemborong pesta ¥Yang telah menerima

pesanan memasak makanan untuk suvatu pesta, kalau pesanan
itu dibatalkan, sedangkan bahan-bahan sudah 41 masak.

Fembatalan perjanjian beriujuan membaca kedua belah

T o By &

piha kembali pada keadaan sebhelum perjanjian diadakan.
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mana tercantum dalam fasal 31 UUJF, s

(4]

sual dengan ketentuan

vyang berlaku dailam pasar atau bursa tersebut. Setliap pe

laksanaan sksekusi ternadap benda yang menjadi obvek Jamin

an harus berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31, jika
i

ményimpang atau bertentangan dengan ketentuan Pasal ter

sebut, batal demi hukum, sebasaimana di sebutkan dalam

o

pasail 32 UUJF .
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Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentan

Do

o~

tata cara seorang [lmuan mempelajari, menganalisa dan

7

memahaini Iingkungan-iingkungan Yang dihadapinva.

Dengan mstode penelitian ini diharapkan penellitian

Ao mam® e te o 1. H N B L e e o - 3 I T T

dapat berjalan lebih rincl, terarah, dan sistematis, karena
{

metode penslitian mervpakan bagian vang harus ada untuk

memberikan

vang diperoleh dar!l penelitian ini, dapat dipertanggung
Jawabkan secara Imiah dan tidak menyimpang dari pokok-
pekok permasalahan. Jadi penellitian hukum berarti suatn

[

12 itu  juga mengadakan pemeriksaan vang mendalam

.....

teXnik penarikan sample, sumber dan jenis data, teknik
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pergunakan sebagal [lmu bantu. Dengan demikian setiap
masalah wvang timbul dapat diselesalikan secara yuridis
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Adapun sampel dalam penelitial

—
[
fae]
[—

adalah Notaris dan

1.

abat Pendaftar Fidusia Jawa Tengah sebagai plihak-plhak

gl
[¢d]
.

"

yang terlibat dalam praktek perjanjian kredit dengan jami-

nan Kendaraan bermoior secara Fldusia pada Bank Perkreditan

- 1~ - L T . tws T o £ e e e e = a [ S IR Ao o o o R T 1. P

Rakyax intBalu seialang yang diamoil dengain teknik non
; .

ranidom sampling secara PuUrposive.,

Mengenal responden, peneliti melakukan penelltian

1. Bank Perkredlitan Rakyat Gunung Kinibalu Semarang
2. satu orang Notaris di Kota Semarang.

3. Pejabat Pendaftar Fldusia Jawa Tengah
Purposive sampling atau penarikan sample bertujuan
P 5
dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada

kredit dengan Bank Perkredlitan Rakyvat Gunung Kianlbsalin

difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga
dalam penclitian int tidak terjadl penvimpangan dan keka-




Data Primer, yaltu data yang diperoleh s

dari responden antara lain

me
bu

ra

maupuian mengenal suatu gagas

o

pa—y
.

o)

[¢d

cara langsung

pusiakaan yang pengumpulannya dilakukan dengan carg
ngumpulkan dan menelit! peraturan perundang-undangarn,
kv, teori-teorl hukum dan pendapat para sarjana serta
han/sumber bacaan laln yang berkaitan dengan masalah
ng ditelitl, Data-data yang diperoleh ini dipergunakan

vang diperolieh melalui bahan kepustakaan tersebut
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rimer, ¥aitu bahan pustaka yan

risikan pengetahuan iimiah yang baru atau mutakhir

han/sumber hukom primer
Buku dan pendapat para

Berbagal peraturan peru

b. Undang-Undang No.5
Undang Pokok Agrart

¢. Undang-Undang No.l
Susun;

d. Undang-Undang No., 4

ini mencakup

Tahun 1960 tentang Undang-
a;
6 Tahun 1985 tentang FRumah
tahun 19%¢ tentang Hak




Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda vang

. Undang-Undang No. 42 tahun 1659 tentang Jaminan
¥
Fidusia.

. Bahan/sumber hukum sekunder, vaitu bahaa pustaka vang
verisikan info tentang bahan primer. Bahan/suimber
hukum sekunder antara lain mencakup
i. Jurnail
2. Abstralk,

3. Indeks,
4, Bibliografi,
3. Penerbitan pemerintah,
5, Bahan acuan lalnnya,
c. Bahan/sumber hukum tersier terdiri dari :
1. Kamus Hukum, R
2. Kamus Besar Bahassa Indcnesia,
3. Pedoman Ejaan Bahasa Indonesla Yang Disempurnakan.

F. Teknik Pensumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder,
dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data
gebagal berikut.
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zrhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder
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. Wawancara

Dengan pihak yang berkaitan secara langsung, diharapkan

memperoleh Jjawaban yang lengkap dan jelas.

G. Tekni¥ Analisis Data

Suatu hal yang penting dalam penvusunan dan penulisan

penuliisan skripsi Ini adalah terlebih dahulu diuraikan

beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah
terhadapy penelitian yang dilakukan. Permasalahan fersebut

o

merupakan suatu pembatasan yang ditujukan untuk menvederha-
nakan penelitian, selanjuinya dilakukan peneiitian dengan

maksud untuk memperoleh data yang akurat. Data tersebut

akan sangat digunakan sebagal bahan dalam penyusunan Thesis
ai.

ta yang telah dikumpulkan sscara keseluruhan

o o
aia

C'..

atau dianalisis. Analisls

didasarkan dengan menggunakan teori-teori hukum walaupun
hukum positif yang ada 41 dalam Bab I1 dan dldeskripsikan

maupun dari perilaku yang nyvata, kemudian pada akhirnya

ditarlk atau dianalisis data yang telah dilakukan.

menggunakan meiode Induksi. Metode induksi waltu suatu

ang bherhubungan dengan permasalahan vang difteliti

dari peraturan-peraturan atau priasip-prinsip EKhusus menuju




BAEB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAFIASANN

A, Prosedur Permohonan Kredlt
Bank Perkredltan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang

dalam memberikan kredlt kepada masyarakat Yang membutuhkan

dana, balk secara perorangan maupun s=cara berkelompok

dituangkan dalam bentuk tullsan. Kescpakatan dalam bentuk
tulisan tersebut dlbuat dalam perjanjian Baku yaltu
kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tullisan yﬁng pProges
pembuatannya dilakukan secara seplhak oleh pemberl kredit
sedangkan dari pihak laln hanya tlnggal menandatanganl
sebagal buktl persetujuan atas klavusula -klausula yang
tertera didalam perjanjlan tersebut.

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank Perkredit
an Rakyat KiniBalu Semarang telah menyedlakan f@fmullr
permohonan kredit khusus dengan judul: Surat
Permohonan

Kredlt Kepada Bank Perkreditan Rakyat Gunung KinibBalu
Semarang. Dalam keadaan tertentu Bank dalam meﬁberikan
kebebasan kepada calon nasabah untuk membuat sendlrl surat
permohonan  kredit yang ditujukan kepacda pihak Bank Per
kreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang.

Adapun Prosedur permohonan Kredlt pada umumnya adalah
calon nasabah datang sendirl kekantor Bank Perkreditan
Rakyat Gunung KlnliBalu Semarang dengan mengisl Formullr

vang telah disedlaksan, yang nana isinya adalah :
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Identitas Pemohon :

KTPE
~ alamat Kantor dan Rumah

Permohonan Kredit  pada umumnya b

[¢]
=
b
(4]
[

-~ Maksud permohonan, jumlah dana ¥ang dibutuhkan
dan tujuan peanggunaain.

- Jjangka waktu Kredit, Hal-hal wyang dianggap periu
tersebut, dilengkapl syvarat-syarat vyang harus
dipenuhl bagl pemchon.

Gambaran Umum Usaha

- Rencana penggunaan

- Eencana pengembalian

1T 1
]

Menvediakan jaminan kredit

- Jenis Kredit
- Keadaan darl barang vang dijadlikan jamlinan
- gurat-surat vang dimiliki oleh Pemohon

i
wm
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fn
«t
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wn

ukum /Pemilikan
- Jumlah kredit/tambahan

- Buku Bunga




5. Persyaratan laln yang dianggap perlu

a. Status Hukum nasabah

-
T

. Pengurus/pemegang saham

9]

Kemampuan membavar

[)
ol

ermodalan
i
. Perizinan

8. Relasl Dagang

go

I

. Rencana ke /
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10. Masa dan cara peng
11. Barang Jamihan
1Z. Penandatangan Permohonan Eredlt oilsh NHasabah

13. Keterangan lain bila diperlukan Nasabal

[

-
Sy
45
o
I
¢4}
£
fu
::F.
[
.3
o
c
o
fonr
ot
—-

Lol
o
put
b
.
.
j£7)
]
o
[

k=
{0

1z jaminan

-

- Lampiran/Periengkapan Barang Jaminan

e

1. Surat Eeterangan Lurah / RT/EW menerangkan
kendaraan adalah miliknya.

=

2. Fotocopy STNK / KTP atas nama BPKB / KTP

0

Peminjam.

esekan nomor rangka dan mesin.
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ansi pembelian.

T

KEwitansi Blanco 3 lembar bermeteral

L

Ep. ©6.000,- satu lem
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- Tanah tidak terkena pelebaran jalan.
- Tanah tidak terkena proyek pemerintahan

vang lain.

2. Akte Jual bell atau kwitansi pembelian
tanah.
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1.Prosedur Kiedlt Eonsumtif .

Pemberlan kredit Konsumtif kepada nasabah { 99,68 %
2 \ ’
tTilakukan dengan cara calon casabah/debltur datang sendiri

ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Gunung XiniBalu Semarang

berdasarkan penglisian formulir Surai Permchonan Kredit.
sdapun Permohonan Kredit 1ol meliputi
1. Permohonan baru untuk mendapaitkan fTasilitas kredit
2. Permohonan tambahan suatu Kredit vang sedang berjalan.
3. Permohonan perpanjangan atau pembaharuvan masa berlaku
Kredit yang teiah berakhir jangka waktunya.
4. Permohenan lainnysa uniuk perubahan syarat-svarat Tasili-
tas kredit vang sedang bergjalan
Dalam pengajuan permohonan kKredii Koansumiif, plhak

i . oo .

telah menvediakan formulir surat permohonan kredit

vang diparunitukan bagi calon debitur, Dalam hal ini Bank

. B T T, - - - P - - - - - - - - 1
tidak memberikan kKebebasan kepada calon debitur untuk
membuat sendicl surat permehonan kredit yvang dlitujukan
kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung XiniBalu
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1. Surat Permohonan Kredit dari pemohon vang diajukan

=

kepada Bank berisi :

jr
Bl
=
ja
el
[4d
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Gr
=
C
o
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(a

- Jumlah dana vang dibuituhkan dan tujuan

1
- Jangks wakiu kredit.
- Hal-nhal yang dianggap periu sebagai penunjang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi

Z, Foio copy Kartu Keluarga

3. Pas fotc

4, Jaminan / agunan berupa bukti pemilikan
tanah atau barang bergerak:
- Sertifikat tanah HM/HGB/HGU/HP

3. Surat Keterangan mengenal tanah dari
Kepala Desa atauw kelurahan dan Camat.
B. Bagi Pegawal negeri
1. Foto copy KTP suami istri
2, Foto copy Kartu Keiluvarga
3, Pas foto
4. aAgunan berupa SE pengangkatan dan 3K

.
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3

mengenal tingkat kesehatan keuangan dari calon
nasabah,
Analisa Aspek sosial ekonomi.
Analisa aspek sosial ekonoml ditujukan terhadap
dampak positif dan negatif dari usaha yahg di-
1biayai oleh Bank, balk bermanfaat bagl perﬁemban-
gan masyarakat setempat, maupun kerugian Xarena
teradinya pencemaran terhadap lingkungan hidup,
lingkungan usaha maupun orentasi tempat tinggzal.
Analisa Aspek Manajemen.
Analisa Aspek Managemen ditujukan pada tingkat
kinerja dari managemen perusahaan calon nasabah
dalam mengelola perusahaannya/ Bisnis untuk
kedepan.
Rating Nasabah dalam Bank Perkreditan Rakyat Gunung

KiniBalu Semarang.

telah semua persyaratan yvang ditentukan dipenuhi

oleh pemohon maka proses selanjutnya adalah penganalisasan

terhadap permohonan kredit yang meliputi aspek yuridis,

aspek Loyalitas Konsuman/pelanggan, sesual dengan rating

nasabah

terhadap Bank Perkreditan Rakvat Gunung KinliBalu

Semarang, aspek Jamlnan, aspek penggunaan barang, aspek

Ba
Semarang
mengambi

atau di

aspek komersil, aspek keuangan, aspek managemen.

glan Analis Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu
setelah menganallsa usulan kredit tersebut, akan

1 keputusan, apakah permohonan tersebut disetujuil

tolak baik sebagian atau seluruh nya dengan
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mempertimbangkan faktor-faktor utams yakni

b. Omzet rata rata perbulan

c. Penjualan rata rata perbulan

d. Keuntungan bersih

f. Jalan ﬁenuju lokasi Peminjam dapat tidakﬁya di

lalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua.

Kemudian Baglian Analis melakukan pemeriksaan
ditempat calon debitur, sebagai hal hal yang ditulis oleh
calon debitur.

Bila mana semua persyaratan telah disepakati dan
dipenuhi, maka oleh Direksi Bank Perkreditan Rakvat Gunung

KiniBalu Semarang kemudian melakukan Penullsan
Approval pada Surat Permohonan yang berartl setuju atau

menyetujul permohonan Kredlt.

Kemudian Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang

memproses surat permohonan tersebut membuat surat
pemberitahuan persetujuan pemberian kredit., Selanjutanya
dilakukan penanda tangahan Akad Kredit antara pihak Bank

.

dengan nasabah, yang meliputi perjanji redit dengan
Pengakuan Hutang perjanjlan jaminan.
Adapun preses perjanjian tersebut adalah : Pihak Bank

-

Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang sebelum penanda
tanganan Perjanjian Kredit, maks Nasabah diminta untuk
membaca dan mempelajari isi dan syarat-syarat yang tertuang

dalam akta perjanjlan Kredit tersebut dalam Formulir

Perjanjian kredit.
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Apabila darl plhak nasabah menyetujui jsl per
Janjian, maka dilakukan penanda tanganan akta perjanjian
antara nasabah dan Bank, kemudian dibuatlah Akta Pengakuan

Hutang.

4. Bentuk Akta Perjanjian Kredlt

. Kredit sebagal mana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka
11 Undang-Undang Perbankan 1992 diberikan berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain, Dalam penjelasan Pasal 8 dikatakan bahwa
perjanjian kredit harus dlibuat secara tertulis.
Maksud_dari Pasal tersebut adalah penyedian uang atau
tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarckan
persetujuan atau Kesapakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk
melunasi uwangnya setelah jangka waktu tertenfu dengan
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Pengan demikian pembentukan Undang - Undang bermaksud
untuk mengharuskan hubungan kredit bank dengan nasabah
dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Bank Perkreditan
Rakyat Gunung XiniBalu Semaréng dalam melaksanakan
pemberian kredit sebaglan besar dilakukan dengan Perjanjian
‘yang divuat dibawah tangan dan telabh dipersiapkan suatu
Formulir tertentu umumnya dibuat dengan bentuk perjanjlan
baku yaitu dengan cara kedua belah pihak y Yaitu pihak bank
dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang
sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya

cleh bank dalam suatu fermulir sudah tercetak. Dalam
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keadaan tertentu saja perjanjian kredit di Bank Perkreditan
Rakyat Gunung KiniBalu dlbuat dengan akta notarls, dan
bank meminta notaris menyesuaikan dengan bentuk klausula
klausula dari model perjanjian kredit dari Bank Perkreditan
Rakyat Gunung KiniBalu yang bersangkutan..

Perjanjiant kredit vang di keluarkan oleh bahk, pada
umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, ¥yang telah
disiapkan oleh bank, sehingga bank cendrung hanya memper
hatikan kepentingan kreditur dan kurang memperhatikan
perlindungan bagi kepentingan nasabah/debitur.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah/debitur, bank
selalu berada di poslsi yang lebih kuat'dibandingkan dengan
calon nasabah/ debitur, karena pada sSaat pembuatan
perjanjian tersebut calon nasabah/debitur sangat membutuh-
kan Dbantuan kredit dari bank.

Dalam melakukan praktek d1 Bank Perkreditan Rakvat
Kinibalu Semarang, bank membuat perjanjian kredit dengan
2 cara yaitu ;

1. perjanjlan kredit berupa dibawah tangan.

2. perjanjian kredit berupa akta notaris.

4.1.AKta Perjanjian Kredit dibawah tangan

Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan maupun
akta notaris, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjlan
baku yaitu adanya kesepakatan dengan kedua belalh pihak,
valtu plhak bank dan Plhak nasabah, sebelum perjanjian
tersebut ditandatanganl oleh nasabah/ debitur, telah diper-
siapkan Isi atau klausul - kiauvsulnya oleh bank dalam

bentuk formulir tercetal.

e e T s D g S S s e e 42 e
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Dalam kontrak baku tersebut biasanya dimuat svyarat
syarat yang membatasl kewajiban kreditur. Syarat syarat itu
dinamakan Eksonerasi klausules atau azxemption clause.
Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak
dapat membantah syarat-syarat tersebut, karena perjanjian
han&a memberi dua alternatif, diterima atau difolak oleh
debitur menanda tanganinya.
Didalam kepustakaan Kontrak baku ini disebut perjanjian
paksaan ( dwang kontrak) atau take it or Icave it con-
tractzs .
Menurut Direkitur Bank Perkreditan Rakyat Gunung

1,

KiniBalu Semarang dari seluruh Nasabah vang berjumlah 3120

orang ditahun 2002, dalam pemberian kredit vang dilakukan
dl Bank tersebut hampir seluruhnya (99,68 %) didasarkan
pada perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan. Sedang
sebagian kecil {0,32 %) saja berjanjian tersebut dalam
bentuk akta Notariel vang dibarengl dengan Akta Jamlnan
Fidusia.

Adapun pertimbangan diiakukan dengan akta dibawah
tangan karena jumlah nilal pinjaman pada Bank Perkreditan
Fakyat Gunung KiniBalu Semarang sangatlah kecil vakni
antara Rp 2.0600.000 sampal dengan Rp 10.000.000 yang meru-—
pakan jumlah prosentase terbesar (lsekitar 99,68 % ).
Dengan demikian maka biaya yang harus dipikul oleh Nasabah
sebagali benerima Kredit menjadl sangat kecil dan prosedur

nya sangat mudah.

L6, Hariam Darus Badrulzaman okk, 2001, Rompllasi Hukum Perlkatan

Citira Aditva Bhaktl, Jakarta, hal. 285.
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Menurut Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Kini-

Baluw Semarang alasan Bank dalam memberikan jaminan cukup

dibuat dibawah tangan karena :

& .

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh kreditur adalah
Jangka pendek, rata rata ¢ 1- 12 bulan. sehlngéa apabila
diproses berdasarkan Undang Undang Fidusia maka dl
mungkinkan proses pendaftaran fidusia belum selesal
sementara fasilitas kredit telah jatuh tempo dan harus
dilunasl. Sehingga apabila kredit telah lunas akan
mengalami kesulitan karena proses pendaftaran belum
selesail yang mana akibatnya penyerahan benda jaminan
akan terlambat.

Kemungklinan debitur untuk wanprestasi relatif sangat
kecil, mengingat angunan kendaraan bermotor yang di
Jaminkan nilalinya relatif cukup tinggi dibandingkan
dengan fasilitas kredit. Sehingga debitur akan berusahs
untuk melunasi kredlt tepat pada waktunya, sebab
khawatir apabila tidak dilunasl tepat waktu, agunan
kredit akan dijual dengan nilai penjualan lebih kecil.
Debitur apabila wanprestasi, dilakukan peringatan ter
lebih dahulu kemudian dilakukan penvelesalan dengan
pendekatan secara kekeluargaan. Pada umumiaya masalah
tersebut dapat diselesalkan dengan baik, mlsalnya
pelaksanaan penjualan obyek Jaminan dilakukan sendiri
oleh debitur. Debitur mencari sendiri pihak ketiga vyang
bersedia membeli obyek jaminan kemudian hasil dari

penjualan fid  "a untuk melunasi sisa utangnya sedangkan

-~
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apabila ada kelebihan dari dana tersebut dapat diserah-

kan kepada debitur. Umumnya debitur merasa puas karena

penjualan dilakukan sendircl sehingga debitur merasa

tidak dirugikan .

¢l

Dengan banyaknya bank perkreditan yang ada, mengakibat-
kan bank memberikan persyaratan kredit seminimal
mungkin. Karena pembuatan dengan akta notaril kemudian
didaftarkan berarti ada tambahan biaya biava yang harus
ditanggung oleh debltﬁr. Umumnya debitur sangat memper-—
hitungkan biaya biaya yang harus ditangung dalam meng
ajukan kredit.

Dengan dibuatnya Akta dibawah tangan atas Jaminan
Fidusla menurut J. Satrio, SH tidak berarti tidak sah. Hal
ini terlihat darl bunyi Pasal 5 sub 1 Undang-Undang Jamlnan
Fidusia nomor 42 tahun 1999 tidak bisa menafsirkan seperti
itu. Kalauv memang menjadi maksud dari pembuat undang-undang
untuk mewajibkan penuangan akta fidusia di dalam bentuk
akta tharlil, maka ia seharusnya menuangkan perumusan
Pasal 5 sub 1 Undang-Undang Fidusia dalam bentuk ketentuan
yang btersifat memaksa, baik dengan mencantumkan kata harus
atau wa,/jib di depan kata-kata dibuat dengan akta notaris,
maupun dengan menyebutkan akibat hukumnya kalau tidak
dibuat dengan akta Notaris.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang
Fidusia, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Fldusia
berlaku untuk setiap perjanjian vang bertujuan untuk men
bebani benda dengan jaminan fidusia, yang memberikan

petunjuk kepada kita, bahwa dilvar jaminan fidusia seperti
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yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia, masih ada per

Janjian penjaminan fidusia yang lain. Dari Pasal 37 Undang-
Undang Fidusia memperkuat dugaan bahwa sekalipun semuna

perjanjian fidusia yang telah ada, perlu disesuaikan dengan
Undang-Undang Fidusia, tetapi syarat Pasal 5 sub 1 di
kecuvalikan. Namun demiklan, Pasal 5 sub | tersebut diatas

jJuga bisa ditafsirkan, bahwa terhitung sejak berlakunya

oo

undang-undang fidusla, untuk pelaksanaan itak-hak dari
pada pemberl dan penerima fidusia sebagali yang disebui-
kan dalam wundang-undang fidusia, harus dipenuhi syarat,
bahwa jaminan fidusia itu harus dituangkan dalam bentuk
notariil, Ini tidak sama dengan mengatakan, bahwa semua
Jaminan fidusia yang tidak dituangkan dalam bentuk akta
notaril, vyang dibuat seszudah berlakunya Undang-Undang
Fidusia tidak berlaku, sebab bisa saja terhadap jaminan

fildusia sepertl itu berlaku ketentuan-ketentuan tidak

(]

tertulis dan yurisprudensi yang selama ini berlaku. Bukan-

kah sudah dikatakan, bahwa Undang-Undang Fidusia tidak
hendak menghapus ketentuan-ketentuan dan lembaga fidusia
vang se¢lama ini berlaku, Pasal 37 sub 3 Undang-Undang

Fidusia juga hanya mengatakan bahwa kalau dalam jangka

waktu 60 (enam puluh) hari, jaminan fidusia yang lama tidak

[«
e

sesuaikan dengan Undang-Undang Fidusia, maka Jaminan itu

(31

vkan merupakan hak agunan atas kebendaan sebhagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini.




Dengan demikian,

74
akta notarlis disini

merupakan syarat
materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan undang-~undang
fidusia. Disampling ltu sudah tentu juga sebagal alat
bukti.27

Adapun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, jika
akta itu diakui oleh pihak! terhadap siapa akta itu diper
sunakan, maka kekuatan pembuktlian materil hanya berlaku
terhadap pihak-pihak yang bersangkutan,

oleh ahli warisnya
dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Oleh karena
itu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap
hendak dipakali

i, merupakan bukti yang
sempurna seperti suatu akta otentik. Berhubung dengan itu,

slapa tullsan itu

maka tiap kall orang mempergunakan suatu akta di bawah
tangan sebagai alat bukti, maka pihak
dengan tegas mehgakuli

lawan lebih dahulu
harus

menvangkal
tangannya.

atau

tanda
Jika tanda tangan itu disangkal maka hakim
dahulu memerintahkan penyelidikan

lebih
harus tentang kebenaran
dari

tersebut dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

tulisan itu, sebagai mana

Pasal 1876

Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan
dibawah

tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau
memungkiri tanda tangannya, tetapl bagi para ahli waris
atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika

mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan

Jaminan Hak Jaminan Rebendsan Fldusia,
Bhakitl, Bandung hal 200




75
itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mercka
wakili.

Dengan demikian sebagaimana tercantum dalam Pasal
1877 Kitab Undang~Undang Hukum Perdata menyatakan jika

seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupuin

ka para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak

L
=

dari padanya menerangkan tidak mengakuinyva, maka hakim
harus memerintahkan supava kebenaran dari tulisan trsebut,
atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadlilan.
Karena didalam akta di bawah tangan ltu selain tanda
tangan juga terdapat tanggal maka tentang tanggal Ini
terdapat ketentuan dalam Pasal 1880 Kitab Undang-Undang
Hukuim Perdata.
Pasal 1880 berisi bahwa terhadap pihak ketiga
tanggaltitu baru dapat diterima dengan benar sejak :
a). tanggal akta itu diresmikan {notarls, pejabat lainnya
menurut undang-undang).
b). tanggal dimana vang memberi tanda tangan itu meninggal.
¢j. tanggal darl akfa lain yang menyebut akta itu.
d). tanggal dimana pihak ketiga mengakui adanva akta tadi.
Akta dl bawah tangan perlu mendapat penegasan seba-
gaimana di muat dalam Pasal 1879 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yang isinya seperti berikut :

Bilamana suatu akta di bawah tangan memuat suatuy
perikatan hutang sepihak untuk membavar sejumlah uang
atau memberi barang yang harganya dapat ditetapkan,
maka akta itu selurubnya harus ditulis oleh sipenanda
tangan sendiri atau paling sedikit selain tanda
tangan harus memuat peneguhan yang memuat Jumlah uang
yang berhutang dengan tulisan vang blerhutang itu
seadiri. )

(GPT-PUSTA- U1
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Kalau ini tidak dilakukad, maka jika dipungkiri, akta
itu hanya dapat diterima sebagal suatu permulaan pembuktian
denganptul{sgR; S§iflaksudkan untuk melindunsi yang berhutang
terhadap tekanan orang yang menghutangkan dengan membuat
suatu akta yang tidak ditulis isinya tapli hanya memuat
tan&a tangan saja, jaéi isinya dépat ditulis sendiri cleh
vang menghutangkan. Tanda'tangan dari suatu akia yang
kosong Itu disebut blanc seign.

Sesungguhnya dalam praktek ketentuan Pasal ini tidak
menolong banvak, sebab seorang debitur yang di dalam kesu-
iitan dapat saja ditekan untuk menulis apa saja wvang di
inginkan oleh kreditur.

Mengenal perkara hutang sepihak ini masih ada keten-
tuan lebih lanjut vaitu vang dimuat dalam Pasal 1879 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaituwjika didalam akta sema-
cam Itu ada 2 jumiah uang»fang disebut yaituw, vang satu di
dalam alkta sendiri dan vang kedua di dalam peneguhan jumlah
itu yang juga tertulis di dalam akta, maka vang dianggap
betul ialah jumlah uang yang paling SEdikitzS .

Adapun kelemahan yang terjadi dengan akta dibawah
tangan adalah :

1. Apabila suatu ssasat terjadi wanprestasi oleh debitur,
vang pada akhirnya diambil tindakan hukum malalui proses

pengadilan, maka billa debitur menyangkal tanda tangan

i AfTandi, 1964, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Perdzata
5.}, Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 16-17
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nya, maka berakibat lemahnya, kekuatan hukum perjanjian
kredit yang telah dibuat tersebut.

2. Arsip/file Surat Asli
Arsip/file Surat Asli pada dasarnya Juga merupakan
suatg kelemahan dari perjanjian yang dibuat dibawah
tangan, bila arsip/fila asli hilang, maka bank tidak
mempunyai alat bukti sehingga posisi bank akan lemah
bila terjadi perselisihan.

Isi blanko pinjaman

L

Dalam hal perjanjian kredit di bawah tangan, ada kemung-
kinan terjadinya seorang debitur mengingkarl isi perjan-
Jian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pem-
buatan akta tersebut, formulir/blankonya telah disiap
kan, sehingga debitur dapat saja mengelak.
Dalam praktek benda benda vang paling disukai untuk
dijadikan agunan bliasanyva kendaraan bermotor, maupun mobil.
Adapun Kendaraan sepeda motor vang dapat diterima
sebagal jaminan umum teknis (technical 1ife) darl kendara
ai bermotor adalah 7 tahun, artinya jika kendaraan tersebut
berumur 7 tahun berarti nilal teknisnya sudah menurun.
Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh pada nilai
cekonomis., Kendaraan yang berumur di atas 7 tahun agar
dihindarkan sebagal agunan.
Fenilaeian harga kendaraan sepeda motor atau mobil

didasarkan pada harga menurut ;

ot

Tahun pembuatan

)

. Kondisi/keadaan Tlilsik

[#5]

Jenis/model

4. Merk serta peruntukannya
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Dalam hal fasilitas kredlt dipergunakan untuk membel]
kendaraan sepeda motor atau mobil yang kemudian dijadikan
sarana pekerjaan dan barang ituw dijadikan agunan, pada
umumnya debitur dalam kapasitasnya sebagai pemberi fidusia
diwajibkan membiayal sendiri sebagian dari‘harga kendaraan
yang dibelinya dbngan fasilitas kredlt tersebut imembayar
uang muka ) sebanyak 30 % dari harga kendarasan tersebut,
sehingga kreditur hanya mendanal sebesar 70 % dari harga
kendaraan dan setiap bulan harus ada pemblokiran sejumiah
satu kall cicilan kredit dalam rekening debitur.

Adapun surat surat yang harué dilengkapi adalah :

a. Akta pengikatan Fidusia Eigendom‘Overdracht (FEO).

b. Surat surat bukti pemilikan asli dari barang obyek FEO
dalam hal barang barang memerlukan tanda bukti pemilik
an: terhadap kendaraan Sepeda motor / mobil yaitu :
BPKB, faktur kwitansli, yang ditanda tangani oleh
penimilik yang namanya tercantum dalam BPXKB tersebut.

€. Surat kuasa menjual barang barang obvek Fidusia Eigen-
dom Overdracht yang dibuat secara dibawah tangan.

d. Formulir bank yang telah diisi dan ditanda tangani oleh
nasabah/debltur.

Untuk mencegah dilakukannya fidusia ulang oleh pemn-
beri fidusia, maka kreditur harus memegang asli dokumen
atau buktl pemilikan obyek tersebut, karena obyek tetap
dikuasai oleh pemberi fidusia,

Karena obyek bende tidak ditangan debitur maka :

1. pemberi fidusia bagi Nasabah barp diwajibkan oleh Bank-

mengasuransikan obyek fidusia pada perusahaan asuransi

vang ditunjuk oleh kreditur dengan jumlah pertangungan




I
yang ditetapkan oleh kreditur untuk kepentingan kredlitur
serta polis asuransinya wajib diseraﬁkan kepada kreditur
untuk disimpan oleh Kreditur. Apabila ada klim atas
obyek fidusia maka tidak akan disalah gunakan oleh

debitur.

2. pemberli fidusla mengijinkan kreditur atau kuasanva

untuk mengecek/memerika keadaan obyek Fidusia.

3. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi
obyek jaminan fidusla dalam tangan siapapun benda ter
sebut berada (asas droitde suite), olehnva penerima
fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan
atau kelalaian pemberl fidusia balk yang timbul dari
hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan
melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan peng
alihan obyek tersebut kepada pihak lazin.

4. Apabila hasil eksckusinya tidak mencukupl untuk pelunas
an hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang

yang belum terbavar.

tn

. karena kreditur bukan pemilik sebenarnva atas obyek
tersebut, maka dalam hal eksekusi akan dilaksanakan
pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi
obyek jJaminan fidusia kepada kreditur selaku penerima
fidusia untuk mengambil/menarik obyek tersebut dari

kekuasaan pemberi fidusla.

4.2.A%ta Perjanjian Kredit Kotarliel

Menurut Direktur Bank Perkreditan Rakyat Gunung
KiniBalu Semarang pemberian kredit vang dilakukan dl Bank
sebagian kecil (0,32 %) saja perjanjian tersebut dibuat

dalam bentuk akta Netariel yang dibarengi dengan Akta
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Jaminan Fidusia. Seang sebaglan besar/hampir seluruhnya
(99,68 % ) didasarkan pada perjanjian kredit vang dibuat
dibawah tangan.

Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta
notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada
model perjandjian kredit bank yang bersangkutaﬁ.

Setelah dibuatnya perjanjian hutang kemudian dibuat-
kan pula Akta Jaminan Fidusisa sebagal mana dimaksud dalam
Pasal 5 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang menvatakan
bahwa pembebanan Benda dengan Fldusia dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia.

Tanpa dibuatnya akta notarls, perbuatan huokum itu tak
dapat dijadikan bukti yang sempurna dan tidak dapat di-
daftarkan. Pertimbangan pembuat undang undang ialah bahwa
perbuatan hukum itu sangat penting bagi yang bersangkutan
dan pula menyangkut Kkepentingan pihak selain pembuat.
Dengan campur tanbgannya notaris dalam pembuat alat bukti
perbuatan tersebut maka para pihak dapat lebih sadar akan
akibat hukumnya dan juga tentang syarat - syarat sehubungan
dengan perbuatan itn dapat diatur sedemikian rupa sehingga
kepentingan vang bersangkutan mendapat perlindungan yang
wajar. Sekalipun hukum perikatan dikenal dengan asas
kebebasan berkonirak, termasuk kebebasan untuk membuat
aktanya, namun ternyata sepertl halnyva dalam perjanjian

ke

o

ebasan sesso

[

rang dalam pembuatan akta juga dibatasi oleh
pembentuk undang - undang.
Dalam Akta Notaris terdapat kekuatan pembuktian

extern kKarena akta otentik mempunvai bentuk tertentu yang

ditetapkan dengan Undang - Undang dan vang membuat itu
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adalah pejabat umum yakni Notaris sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 PJN. Kekuatan pembuktian extern itu tidak
hanya berlaku bagi pihak - pihak yang disebut dalam akta
itu, melainkan juga berlaku bagi tiap - tiap orang. Siapa
yang menyangkal hal itu harus membuktikan kepalsuan dari
akta tersébut.

Adapun kepalsuan suatu akta yakni

&. Kepalsuan material itu terjadl apabila tanda tangan atau
tulisan dalam akta itu palsu setelah itu dibuat oleh
pejabat umum yaitu Notaris.

b. Kepalsuan Intelektual itu ternyata apa bila akta pe jabat
itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta
itu.

Dengan demikian maka Akta otentik vang pasti benar

adalah :

tanda tangan pihak - pihak yang bersangkutan

- tanggal

tempat dimana akta itu dibuat.

Suatu hal yang pasti ini tidak hanva berlaku bagi
para pihak yang disebut dalam akta itu saja melainkan bagi
setiap orang.

Disamping itu pada Akta otentik juga terdapat kekuat
an pembuktian formil, karena pejabat umunm yvang membuat akta
itue adalah pejabat yang melakukan tugasnya, dibawah sumpah
sehingga apa yang dimuat didalam akta Itu harus dlanggap
sungguh-sungguh diucapkan cleh para pihak vang becsangkutan

Pada Akta otentik mempunyai kekuatan material, namun
demikian kekuatan pembuktién material itu terbatas pada

beberapa orang saja secbagal mana disebutkan dalam Pasal
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1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu akta otentik memberlkan diantara para pihak

yang beserta ahli warisnya atau orang orang yang

mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna
tentang apa yvang disebut didalamgya,
Dengan'tdemiklian bagl pihak ketiga akta otentik tidak
merupakan alat bukti yang sempurna. Sebagaimana di rumuskan
dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pardata mengenal
Akta Notariel/otentik yang perlu diketahui oleh bank harus
memenuhi 3 (tiga) syarat utama yaltu :
pertama : akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat
umun

kedua : pejabat umum ltw harus mempunyal wewenang untuk
membuat akta itu.

ketiga : akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang undang.

4.3 .kekunatan pembuktian

Pada suatu akta otentlk terdapat 3 (tiga) macam
kekuatan pembuktian

- membuktikan antara pihak, bahwa mercka menerangkan
apa yang ditulis dalam akta tadil benar ( kekuatan
pembuktian formil).

- membuktikan antara para pihak terjadi peristiwa yvang
sungguh sungguh terjadi ( kekuatan pembukitian mengi-
kat materiel).

- membuktikan bahwa kedua belah pihak sudah menghadap
di muka pegawal umum { notaris) dan menerangkan apa
vang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian

keiuvar).




4.4.Grosse Akta pengakuan Hutang

Kelebihan lain dari akta perjanjlan krfedit yvang
dibuat secara notariel, yaitu dapatnya dimintakan grosse
akta pengakuan hutang tersebut dan mempunyai kekuatan
eksekutorial dan disamakan dengan putusan ﬁaklm vang telah
mempuyai kekuatan tétap. Oleh bank diharapkan pelaksanaan
eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang
bisa menyita waktu lama dan memakan biaya besar.

Dalam perjanjian kredit maka tentang keabsahannva
tunduk pada ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian
sebagimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan 4 syarat
yang hagfus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian :

1. Kesepakatan Para Pihak
Para pihak (dalam hal ini bank dan nasabah}), harus
sepakat untuk mengikatkan dirinyva dalam suatu perjan-
jian. Apabila terdapat paksaan, kekhilafan, atau penlpu
an dalam memberikan kata sepakat, maka perjanjian itu
dapat dibatalkan.

2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan
Setlap orang adalah dianggap cakap untuk membuat per
Janjian menurut hukum , kecuall orang yang pelum dewasa
dan mereka yvang dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah obyek perjanjlan

itu harus jelas dan tertentu, hal inl sangat perlu unantuk

menetapkan kewajiban para pihak. Apabila svarat ini

tidak dipenuhi, maka perjanjian sejak semula sudah di

anggap batal.
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4. Sebab yang halal.
Suatu perjanjlian harus mempunyal sebab yang halal maksud
nya adalah tujuanaya harus halal, yaltu apa vyang di
maksud oleh para plhak dengan mengadakan perjanjian
tersebut.
Menugut Pasal 1335 Kitab Undang—Undang‘Hukum Perdata
suatu perjanjian yang dibuat karena sesuatu sebab vang

palsu atau terlarang, tidak mempunval kekuatan hukum.

3. Penjaminan Kredit

Bank Perkreditan B

[+

kvat Gunung KiniBalu Semarang
dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah lama yang itermasuk

+

golongan Rating Tinggi diberikan prioritas utama vakni Bank
dapat memberikan pinjaman sebesar lima puluh prosen dari
pada harta kekayaan debitur yang dijaminkan dan kira kira

seperti agi Nasabah yang termasuk golongan pemohon baru.

1]
o

Dengan mellihat jumlah prosentase tersebut sepintas
lalu jaminan yang la terima sudah cukup aman. Akan tetapli

harus diipgat bahwa jaminan tersebut adalah hanya kepercava

Cu

an saja, sedang barangnya berada ditangan Kreditur, dan

[

mungkinkan terjad

7
ol
=i

1<
[
o=
[
r

nya Overmachi dimana barang
tersebut terkena musibah kebakaran, dicuri orang serta

terjadi insiden kecelakaan berat. Untuk itu bagl Nasabah

aru atau yang belum masuk rating dalam Bank BPR KiniBalu.
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o1
@
o
i
ny
j
o

wa jibkan mengasuransikan jaminan tersebut. Szdans

0

cagl Nasabah lama yang telah masuh rating tak periu meng

asuransikan jaminan, namun bersedia untuk mengganti benda
? N

-
-;l.

aminan laininnya.
Dalam melakukan perjanjian kredit sering terjadi

Nasabah walaupun sudah dengan sekuat hatl ingin mengembali-




kan hutang hutangnya namun dalam kenvataannya Nasabah tid

mm
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mampu memenuhl janjinya karena lalai atau alpa yvang disebut

dengan wanprestasi! yang

bermasalah.

L

uga sering disebut kredit

Permintaan Jaminan atas hutang dalam setiap pemberian

kredit sebenarnya mempunvali
diluncurkan secara hati-hati,

kredit wang bersangkutan akan

tujuan agar kredit yang

sehingga ada jaminan bahwa

dibayar kemball oleh pihak

Debitur. Dalam hal ini menurut Pasal & Undang-Undang

Perbankan Nomor 10 tahun 1998,
keyakinan akan kesanggupan
kreditnya. Selanjutnya penjelasan resml atas Pasal 8 Undan

Undang Nomor 10 tahun 1958

maka Dank wajib mempunyal

Debitur untuk melunasi

o

tahun 1992 tersebut bahwa

setiap bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan

vang sehati dan harus vakin akan kemampuan Debitur untuk

meiunas] hutangnya. Untuk

memperoleh keyakinan tersebut,

bank tersebut harus melakukan penilalan dengan seksama atas

watak, kemampuan, modal, agunan

1

Jadi agunan

nanya me rupaka.

far
.

dan prospek usaha Debitu

salal satu unsur dalam pem

berian kredit, Jikalau unsur-unsur lain telah memberikan

keyakinan tersebut, maka agunan tetag diwajlbkan, tetapl

hanyva dJdapat berbentuk barang,

dibiayai dengan kredit yang

nva bank tidak wajib meminta

berkaitan dengan objek wvang

dengan agunan tambahan.

Agunan meliputi agunan

dibiavai oleh dana dari bank.

1 .

proyek aitau hak tagih vang

bersangkutan. Walaupun sebshar

agunan befupa barang yang

ibiaval, wvang sering dikenal

utama adalah baraﬂg vyang

Apabila dapna dari bank dli

Gunakan untuk pembelian Sepeda motor, maka Sepeda moto




tersebut dapat dljadikan angunan utama dan angunan tambah
an adalah barang vang tidak dibiayal oleh dana bank dan

bukan merupakan bagian barang vyang digunakan untuk kegiatan

operasional usaha npasabah, Apabila usaha nasabah mengalami

masalah atau bangkrut, seringkali dana kas atau persediaan
atan pi%tang tidak dapat lagl dilikuidési untuk memenuhi
berbagal kewajiban nasabah kepada pihakm lain. Oleh karena
itu pasabah harus menyerahkan angunan tambahan diluar
barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha

nasabah.

5.1 Cbyek Jaminan

Adapun macam macam barang yang dapat diterima sebagai
barang jaminan oleh Bank Perkreditan Rakyat Gunung KinliBalu
Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sepeda motor / mobil

b

. Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu

sSemaran

1]

5. Deposito Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu
semarang

4. Jaminan pribadi {( borgtochi) hanva scsbagali
pelengkap

Pengikatan jaminan/agunan kredit di Bank Perkreditan

Rakyat Gunung KiniBalu Semarang sebagian besar ( 99,67 %)

o

berupa : Kendaraan bermetor (sepeda motor dan mobil)
Apablla kendaraan sepeda motor atau moblil akan i

gunakan untuk pengikatan agunan, maka harus diperhatikan :

86




1. Bukti kepemilikan
Buktl kepemilikan lal dapat dibuktikan dengan
melampirkan BPKB, apakah kendaraan tersebut hak
milik sendiri ataun bukan.

2. Keadaan fisik
Eeadaan fisik suatu kendaraan yang akad dijadikan
agunan kredit harus disesuaikan benar dengan nomors
kepemilikannya, baik nomor mesin, nomor rangka,

warna, nomor polisi dan lalinnya.

5.2 Prosedur pengikatan Jaminan

Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia yang ditempuh

dalam penglkatan jaminan fidusla pada Bank Perkreditan

Rakyat Gunung KiniBalu Semarang adalah:

1.

Peiugas Bank mengadakan pemeriksaan phlisik barang yang

akan dijaminkap untuk menelitl kebenaran kualitas dan

kuantitasnva dengan mengidentifikasl atas:

a. Jumlah satuan barang kreditur mengadakan pemeriksaan

b. Merk/tahun pembuatan /kapasitas/ukuran dan sebagainya

c. Nomor dan data tanda bukti pemilik/kuintansi /
invole, faktur, sertifikat dan lain-lalin.

d. tempat penyimpanan.

Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut, serta

rebenaran pemillk dari barang tersebut berdasarkan

bukti-bukti pemilikan yang ada, selanjutnya dibuat

pecrjanjian fTidusia antara bank dengan pemilik barang

o
1]
[+

daftar dan asll bukti pemilik

Cu

vang di Fidusiakan b
¥

ert
an barang -~ barang Fidusia.

a7

vt




Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan
hal hal sebagai berikut :
L. Secured, artinya jaminan tersebut dapat diadakan
peggikatannya secara yuridis formal sesuai deﬁgan hukum

dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila di

—

kemudian hari terjadi wanprestas{ dari debitur maka bank
telah mempunyal alat bukti yang sempurna dan lengkap
untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. Marketable, artinya jaminan tersebut harus dapat di

T
=

gsekusi, maka jaminan kredit tersebut harus dapat
dengan mudah dijual atau diuangkan unituk melunasi hutang
nyva deblture,
Pengamanan kredit merupakan suwatu mata rantal ke
giatan bank, langkah pengamanan ini dimulal dari sejak bank

merencanakan untuk memberlkan kredit. Dalam menyusun

[
4]

V]

rencana sekaligus perhitungan jumlah maksimum kredit
(plafond) bank telah memperhitungkan berbagai segl ¥ang
dapat dijangkau sesuai kemampuan operasional.
Langkah-langkah pengamanan dilakukan dalam pemberian
kredit karena terkait suatu derajat resiko (degree of
risk), berarti usaha pengamanan untuk memperkecil resiko
vang mungkin timbul, karenanva dalam mengatur alokasi
kredii diatur pula risk spreading. Penvebaran kredit secara
sektoral dan regional merupakan langkah-langkah secara
manajerial, artinya berdasarkan suatu arah pencapaian
rentabilitas tanpa mengabaikan segi keamanan kredit ter

sebut. Menganalisis kredit, mengatur administrasi, mengikat

om
ol




Jaminan, mengasuransikan .serta mengawasi jalannva kredit
merupakan langkah-langkah pengamanan yang bersifat teknis,
artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara vang
intensif.

Setiap Jjaminan kredit sebalknva diasuransikan sesuai
dengan sifat jaminan tersebut, hal ini dlméksudkan untuk
mengamankan resiko bilamana terjadi hal-hal vang tidak
diinginkan, resiko datang tidak pasti, tldak dapat diduga
dan dapat terjadi dengan tiba-tiba seperti kebakaran, dan
sebagainya.

Untuk itu, bank dapat mengalihkan atau paling tidak
mengurangli resiko yang mungkin timbul dalam setiap
pemberian kredit, salah satu caranya adalah dengan meng
alihkan resiko tersebut pada pihak lain vaitu asuransi,
bagi debitur baru atau debitur yvang beluvm dikenal baik.
Sedang bagi debitur yang masuk rating dibebaskan dari
kewajiban mengasuransikan jaminaﬁnya.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan asuransi
atau pertanggungan harus dilakukan oleh bank baik atas jiwa
debitur (perorangan) maupun atas jaminan kredit vang di
kuasali. Pertimbangan yang paling mendasar adalah menyvangkut
kepentingan atas pengembalian kredit wvang telah diberikan
kepada debltur,

Untuk kepentingan tersebut, bank dalam nmelakukan

use

<3

penutupan asuransi harus memasukkan syarat banker's cl
atas setiap pertanggungannyva. Banker’s clilause adalah suatn

clausula yang menyatakan bank sebagai plhak wyvang berhak
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menerima ganti rugl atas terjadinya suatu kejadian yang
mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang
yang dipertanggungkan atau kematian atas debitur yang

ditutup asuransinya.

5.3. Jaminan Fudusia

Dalam pengikatan Fidusia vyang dilaksanakan di Bank
Perkreditan Rakyaf Guhung Kinibalu Semarang pada prakteknya
dibuat dengan akta Notariel hanya sebagaia kecil saja
(0,32 % ), sedang vang lain sebagla besar ( 99,88 % )
dibuat dengén akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan ini
karena tidak sesuail dengan Undang-Undang anomor 42 tahun
1992, maka aktanya tidak dapat didaftarkan.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh Bank Kini balu
digunakan istilah Penyerahan Hak Milik Mutlak sebagai
Jaminan atau disebut juga Fiduciare Eigendom Overdracht,
yang berarti Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan

Bila dikaji Pengertian fidusia dan jaminan fidusia
yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan avat {2) Undang
Undang Homor. 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilik
ai suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannva dialihkan tersebut
tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedang vang dimaksud
dengan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tldak dapat
dibebani hak tanggungan sebagalimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap
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berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dengan dJdemilkian maka jaminan fidusia merupakan

penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu
benda dari debitur kepada kreditur, karéna hanya dengan
penyerahan hak milik secara kKepercavaan maka kepemilikannva
saja vang diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dl
kuasai deblitur atas dasar kepercavaan dari kreditur.

Dalam Undang Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusla, terdapat beberapa prinsip hukum yvang perlu
diperhatikan yaknl:29

i. Asas spesialitas atas fixed Ivan

[11]

Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunas
an utang tertenitu, dengan demikian harus jelas dan
tertentu serta pasti jumlah utang debiturnya.

2. Asas Assesor
Jaminan fidusia adatah perjanjian ikutan dari perjanjian

pokok wvakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan

4

perjanjlan jaminan fidusia tergantung pada ksabsahan per

LS.

anjian pokok, penghapusan benda obyvek jaminan fidusia
terganiung pada hapusnya perjanjian pokok.

3. Asas hak preferen

Memberi kedudukan hak yvang dilakukan kepada penerima

fidusia {(kreditur) terhadap kreditur lalinnya, hak di

abyva, M, L9846, Seql Seql Hukum Jaminan, alumnl Ban-
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dahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepallitan
dan atau likuidasi.

4. Yang memberi fidusia
Harus pemiiik benda itu sendiri, jika benda tersebut
milik pihak ketiga maka penglkatan jaminan fidusia tidak

boleh dengan kuasa subsitusi tetapi harus langsung

pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.

(&4}

Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atan
kuasa atau wakil penerima fidusia.
Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pemblavaan kredit
konsorsium
6. Larangan melakukan fiduslia ulang terhadap obyek jaminan
fidusia vang sudah tesdaftar.
Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar beractl
obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima
fiduslia, oleh karena itu pemberian findusia ulang merugi
kan kepentingan penerima fidusia.
7 Asas droit de suite
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada,
kecuali pengalihan hak atas piutang (cessie) dan ter
hadap benda persediaan.
Oleh karena perjanjian kredit vang dibuat oleh Bank
Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang menggunakan
Istilah "Penyerahan Hak Milik Mutlak sebagal Jaminan" atau

.

isebut juga Fiduciare Eigendom Overdracht, vyang Dberartli

cu

Penyerahan Hak Milik Secara Repercayaan namun karcena dibuat

2




dengan akta dibawah tangan maka tidak mempunyal hak
preferen yang memberi kedudukan hak vyang dilakukan kepada
penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Hak
didahulukan tersebut tidak hapus karsna adanya kepailitan
dan atau likuidasi, terhinday dari Larangan melakukan
fidusia uwlang terhadap obvek jaminan fidusia vang sudah
terdaftar. Disamping itu tidak memenuhi Asas droit de suite
dimana Jaminan fidusia tetap menglikuti benda vang meﬁjadi
obyek jaminan flidusia dalam tangan giapapun benda 1itu
berada,

Menurut Direktur Bank Perkreditan Rakyat Gunung
KiniBalu Semarang pada umumnya obyek dari jaminan fldusia
adalah benda benda atau barang barang karena secara ekonomi
dapat menunjang usaha debitur. Barang-barang tersebut
berupa Kendaraan sepeda motor atau mobili. Dalam hal ini
tidak menghambat jalannya usaha debitur karena dalam
melakukan penyerahan benda jaminan fidusia yvang dilakukan
adalah secara constitutum possesorium, artinva benda yang
diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam ke
kuasaan yang menjaminkan atau debitur. Oleh karena vyang
diserahkan adalah hak miliknya sementara sampai kreditaya
lanas. Debitur sebagal orang yang menguasal atau mengguna-
kan Dbenda jaminan tersebut adalah sebagal peminjam pakai.

Benda jaminan yang berada dalam penguasaan / berada
ditangan debitur dalam Jjaminan fidusia banyvak terdapat

kelemahan
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1. Tidak bersifat openbaar : Masyvarakat umumnya, termasuk
Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang tidak
menggetahul bilamana benda tersebut sudah berpindah
pemiliknya.

2. Benda  jaminan tersebut secara fisik berada ditangan
debitur sehingga sangat éulit bagi pihak Bank Perkredit
an Rakyat Gunung KiniBalu Semarang untuk mengawasi
selaku pemilik barunya.

3. Karena benda agunan secare fisik dikuasal oleh debitur
sehingga debitur dapat saja memfidusiakan tagi benda
tersebut beberapa kali kepada pihak lain.

4. Walaupun benda secara hukum berada di tangan kreditur
Bank Perkredlitan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang, namun
dalam kenyataanva bank sulit untuk mengambil dan men-

jual benda tersebut.

5.4 Pembebanan Fidusia

Mengingat hukum jaminan fidusia pada hakikatava
merupakan hak tanggungan yvang digunakan untuk pelunasan
utang tertentu, maka jaminan ini dilengkapi dengan hak
utama{preferent) dan kedudukan utama bagi penerimanya untuk
memperoleh hak pelunasan terlebih dahulu dibandingkan
dengan kreditur-kreditur yang lainnya (parate eksekusi).
Jaminan fTidusia sebagal suatu perjanjian pelengkap
dari perjanjlian pokok (perjanjian accessoir) yang menimbul-
kan kewajiban bagl para pihak untuk memenuhl suatu prestasi
{Pasal 4 Undang Undang Nomor.42/1999 dan penjelasannya).

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-




Undang Hukum Perdata, prestasi yang dimaksud dalam keten—
tuan Pasal 4 Undang Undang Nomor.42/1999 dan penjelasanaya
adalah bezrupa memberikan sesunatu, berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dan yang kesemuanya itu dapat dinilai
dengan hutang.

Menurut Notaris Hafid, SH bahwa pembebanan %enda
dengan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang Undang
Fidusia dimana harus dibuat dengan akta notaris dalam
Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selain
mencantumkan hari dan tanggal, di dalam akta jaminan
fedusia juga dicantumkan waktu {jam) pembuatan akta ter
sebut, BSelanjuinya, dikatakan bahwa akta Jjaminan fidusia
setidaknya memuat hal-hal sebagal berikut
a. Identitas pihak pemberl dan penerima fidusia vang meli-

puti nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenlis kelamin,
status perkawinan serta pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu menge-
nal macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan
fidusia.

c. Uralan mengenal benda yang menjadi obyek fidusia, wang
dilakukan melalui identifikasi benda serta penjelasan
obyek jaminan fidusia adalah benda inventory yang selalu
berubah-rubah (tidak tetap), maka dalam akta jaminan
fidusia harus dicantumkan uralan tentang Jjenis, mereka

dan kualitas dari benda tersebut.
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d. Nilai penjaminan dan,
€. Nilai benda yang menjadl obyek jaminan fidusia.

Mepurut Notaris Hafidh, S5H bahwa utang vang pelunasan
nya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang yang sudah
ada, utang yang akan timbul dikemudian hari yang teélah
diperjanjikan (koutiﬁjeﬂ) misalnya hutang vang timbul dari
pembayaran vang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan
debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank, atau hutang
yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlah berdasarkan
perjanjian pekok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu
prestasl. Hutang yang disebutkan terakhir adalah hutang
bunga atas pinjaman pokok dan biava lainnya yang jumlahnya
dapat ditentukan kemudian30 .

Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat
diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusla atau
kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut, dalam
rangka pembiavaan kredit konsorsium. Demikian pula bahwa
Jaminan fidusla dapat diberikan terhadap satu atau lebih
satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah
ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh
dikemudian hari. Adapun pembebanan jaminan atas benda atau
plutang yang dipercleh kemudian tldak periu dilakukan
dengan perjanjian Jjaminan tersendiri.

Undang Undang Nomor. 42 tahun 1999 tampaknya menjamin

fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda vyang

S0. Funammad halldh, 3H. Notaris Semarang, Wawancara Pebruari
2004,
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dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan hutang dan di

pandang darl sudut komersial, hal ini penting adanya

disamping itu disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain,

Jaminan fidusia meliputi hasil (segala sesuatu yang diper

oleh) dari benda yang menjadi objek Jaminan fidusia di
’ H

asuransikan, maka jaminan fidusia meliputi klaim asuransi

nva.

6. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memenu-
hi unsur transparansi dan kepastian hukum. Menurut Keten-
tuan Pasal 11 Undang Undang Nomor. 42 tahun 1999 penerima
fidusia wajib mendaftarkan setiap benda yvang dijaminkan

dengan jaminan fidusia merupakan penvempurnaan darl keten-

o

tuan yang telah diatur dalam yurisprudensl. Asas pu

i

lisitas
yang merupakan cirl jaminan hutang modern yang dlusahakan
untuk diterapkan dalam pemberian jaminan fidusia dimaksud-
kan agar para pihak yang berkepentingan dapat mengetahul
penjaminan tersebut, khususnya terhadap jaminan hutang yang
obyek jaminannya tidak diserahkan secara fisik kepada
kreditur. Dengan demikian, peluang terjadinya penipuan
terhadap kreditur atav calon kreditur akan dapat diper
kecil.

Pendaftaran fidusia menunrut ketentuan Pasal 12 Undang
Undang Nomor: 42 tahun 1999 dilakukan di Kantor Pendaftar-
an Fidusia ditempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Kantor
pendaftaran fidusia itu sendiri merupakan bagian dalam

lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
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bukan linstitusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.
Kantor pendaftaran inilah yang bertugas mengurus adminis
trasi pendafTtaran jaminan fidusia.

Menurut Notaris Hafidh, SH dengan didaftarkan aAkta
Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris/PPAT, maka pemberi
kredit akan mempﬁnyai kedudukan pfeferenr vaitu hak untuk
didahulukan dari kreditur kreditur lain dalam rangka mem-
peroleh pelunasan piutangnya31 .

Menurut EBambang Sulistyo Budl,SH. Pejabat Departemen
Kehakiman dan H.A.M Wlilayah Jawa Tengah bahwa permohonan
pendaftaran jaminan fldusia harus dilakvkan oleh pencrima
fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernvataan

pendaftaran jaminan fTidusia. Pernvataan pendaftaran ter

-
sebut memuat”“ :
a. Identitas pemberl dan penerima Tidusia;

b. Tanggal, nomor akta Jamlinan fidusia, nama dan

tempat kedudukan notarlis pembuat akta jaminan
fidusia;
c. Data perjanjian pokok vang di jaminkan:

d. Uralan mengenal benda vang menjadi obyek jaminan
fidusia.

benda yang menjadi o

(T
=
pms
[
s
[

. Nilal penjaminan.

SIH. Motarizs Senasrang, Wawancara Macet 2004,

Fandal taran Fildusia Depkeh
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Pendaftaran fidusia tersebut dilakukan terhadap hal-
hal sebagal berikut
a.Benda obyek jaminan fidusia Yang berada di dalam

n

©

geri.

b.Benda obyek jaminan fidusia yang berada di luar
: 4

negeri.

(44

c.Perubahan isi sertipikat jaminan fidusia tidak
perltu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu
diberitahukan kepada pihak pendaftaran jaminan
fidusia.

Menurut Bambang Sulistyo Budi, SH bahwa data-data
yang diberikan kepada pendaftaran Jaminan fidusia mengenai
obyek dan subyek jaminap fidusia dicatat aleh petugas
kantor pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Petugas kantor pendaftaran fTidusia tidak berwenang menilai
kebenaran data yang tercanitum dalam bernyataan pendaftaran
jaminan fidusia. Petugas pendaftaran hanya berwenang melaky
kan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4
dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ( P.P} nomor: 87 Tahun
2000, 33

Petugas kantor pendaftaran jaminan fidusia, setelah
meperima pendaftaran jaminan fidusia, mengeluarkan Sertifi-
kat Jaminan Fidusia dan memberikannya kepada penerima

fidusia, kua

17

a atau wakilnya sebagai salinan dari Buku
Daftar Fidusia, maka penecima fidusia, Kkuasa atau wakilnyva




harus mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada
Menteri yang tata cara dan prosedur pengajuannya diatur
dalam Pasal 7 PP nomor : 87 tahun 2000.

Apabila Sertipikat Jaminan Fidusia hilang atau rusak,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP nomor: 87 tahun 2000
akan diterbitkan sertiplkat pengganti yang bernomor dan
tanggal sertipikat yang rusak atau hilang .

Penberi fidusia {(baik debitur maupun penjamin pihak
ketiga) dilarang untuk melakukan fidusia unlang terhadap
benda yang menjadi obvek Jaminan fidusia yang sudah ter
daftar. Hal ini dlisebabkan karena hak kepemilikan atas
benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Guna mewujudkan atas transparansi dan memenuhl asas
publisitas, maka semua keterangan mengenai bénda fidusia
yang menjadl obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor
Pendaftaran fidusia te;buka untuk umum.

Sertipikat jaminan fidusia tersebut merupakan bukti

bahwa penerima fidusia memiliki hak fldusia. bi dalam

sertipikat tersebut dicantumkan :
a. Identitas pihak penerima dan pemberl fTidusia.

D. Tanggal dan nomor akta jaminan Tidusia.

C. Nama dan tempat kedudukan notaris pembuat akta Jaminan
fidusia,

d. Data perjanjian pokek (perjanjian hutang) vang dijamin
dengan fidusia.

€. Urajan tentang benda yvang menjadi obyek Jaminan fidusia

f. Nilal penjamninan serta

(UPT-PUSTAK-UNDIZ)
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g&. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Didalam sertipikat jaminan fidusia dicantumkan irah-
irah dengan tulisan Demj Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dengan adanva irah irah tersebut maka serti-
pikat jaminan fidusia mempunyali keku;tan eksekutorial.
Artinya, kekuatan hukum dari sertipikat jaminan fidusia
adalah sama dengan kekuatan dari putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila debitur
cldera janji, penerima fidusia mempunvai hak menguésai
benda yang dijadlkan obyek Jjaminan tersebut sebagal mana
diatur dalam Pasal 15 avat (3) Undang Undang nomor: 42
tahun 1599,

Karena sertiplkat jaminan fidusia dikeluarkan oleh

instansi vang sal

(=]

dan berwenang untuk itu, maka sertipikat
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian wvang kuat sebagai

uatu akta otentik dan hanya kantor pendaftaran fidusia

w

sebagal satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertipikat
penjaminan fidusia tersebut. Karena itu pula, jika di dalam
suatu persidangan terdapat alat bukti berupa sertipikat
Jaminan fidusia dan sertifikat itu adalah sah, maka alat
bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Sebalikava,
Jlka alat bukti hanya berupa akta Jjaminan fidusia vang
dibtuat oleh notaris, maka alat bukti vang lain diperlukan.
Dalam prakteknya benda benda yang paling disukai
untuk dijadikan agunan biasanya kendaraan bermotor, wvaitu

angkutan darat yang mempergunakan motor sebagal tenaga




penggeraknya dan yang dipergunakan baik untuk usaha maupun

keperluan pribadil.

Adapun jenis jenisnya adalah sebagai berikut
1. alat alat angkut yang dipergunakan untuk keperliuan

transportasi darat seperti sepeda motor, sedan, truk,
bus,

2. alat angkut (barang) yansg dipergunakan khusus untuk
Keperluan material handling, seperti forklit, traktor,
grader, bulldozer.

Kendaraan bermotor yang dapat diterima sebagal jamin
an umum teknis (technical 1ife) dari kendaraan bermotor
adalah 5 tahun, artinyae jika kendaraan tersebut berumur 3
tabun berarti nilal teknisnya sudah menurun. Pepurunan umur
teknis akan membawa pengaruh pada nilai ekonomis. Kkarena
nya, kendaraan yang berumur diatas 5 tahun agar di
hindarkan sebagal agunan.

Penilaian harga kendaraan bermotor didasarkan pada
harga menurut ;

1. Tahun pembuatan

2. kondisji/keadaan fisik

3. Jenis/model

4. Merk serta peruntukannya

Dalam hal fasilitas kredit pada Bank Perkreditan

L4

Rakyat Gunung KiniBalu Semarang dipergunakan untuk membeli

kendaraan bermotor vang kemudian dijadikan agunan, pada

umumnya debitur dalam kapasitasnya sebagai pemberi fidusia
da

diwajibkan memblayal sendiri sebagian dari harga kendaraan

10%




yang dibelinya dengan fasilitas kredit tersebut (membayar
uang muka ) sebanyak 40 % dari harga kendaraan tersebut,
sehingga kreditur hanyva medanai sebesar 60 % dari harga
kendaraan dan setiap bulan harus ada pemblokiran sejumlah
satu kali cicilan kredit dalam rekening debitur. Inl meru-
pakan sélah satu bentuk perlindungan bagi kreditur.

Adapun surat surat yang harus dikuwasai adalah :

.

&. Akta penglkatan Fiduciare Eigendom Overdracht (FEQ),

b. BSurat surat bukti pemilikan asli "dari barang obyek
Fiduciare Eigendom Overdracht, (FEO)} dalam hal barang
barang memerlukan tanda bukti pemilikan:

1. kendaraan bermotor : BPKB, faktur kuitansi, yang
ditanda tangani oleh pemilik ¥ang namanva tercantum
dalam BPKB.

2. mesin mesin .: faktur (ipvice)

¢. surat kuasa atas Jjual brang abrang obyek Fiduciare
Eigendom Overdracht {(FEO), yang dibuat secara notaril.

d. Formulir bank yang telah diisi dan ditandsa tangani nasa-
bah.

1. Untuk mencegah dilakukannva fTidusisa ulang oleh pemberi

fidusia, maka kreditur harus memegang asli dokumen bukti

=l

pemilikan obyek tersesbut, kar

(&

na obyek tetap dikuasal

oleh pemberi fidusia. Sedangk obyek yang tidak ada bukti
kepemilikan barang jaminan atau faktur sebagai bukti

pembeliannya sudah hilang, pada umumnya kreditur ber
sedia menerima sebagai tanda bukti kepemilikXan obyek

tersebut berupa surat pernyataan darl pemberi fidusia
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yang menyatakan sebagal pemilik obyek tersebut vang
dilegalisasi oleh hotaris, sedang untuk bendsa persedian
atau utang pliutang dapat diganti dengan daftar stock
atau daftar piutang yvan ditandsai tangani diatas materal,
sedang kreditur selaku penerima fidusia sebagal pihak
yﬁng menerima pengélihan hak kepemilikan atas abyek

tersebut berhak atas bilayva debitur melakukan tindakan
hukum sebagaimana vang dimilikli oleh seorang pemilik
sepertl pengawasan dan pengamanan atas obyek tersebut,
tetapl karena cobyek tidak berada dalam Penguasaannya
maka kewenangan kreditur tersebut dikuasakan kepada
pemberi fidusia sebagal peminjam pakai (istilah untuk
Jaminan yang tidak boleh dialihkan/digadaikan atau
disewakan oleh pemberi fidusia selama dalam keadaan
dijaminkan, misalnya kendaraan bermotor yang bukan
berupa barang dengan pember] fidusia) atau sebagai
peminjam pengganti (istilah untuk jaminan yang yang
boleh dijual atau ditagih oleh pemberi fTidusia, misalkan
benda persedian atau piutang karena sudah ditagih).
menurut ketentuan Pasal 10 butir b, pemberi fTidusia
mengasuransikan obyek fidusia pada perusahaan asuransi
yang ditunjuk oleh kreditur dengan Jumlah pertangungan
yang ditetapkan oleh kreditur untuk kepentingan kreditur
serta polis asuransinya wajlb diserahkan kepada kreditur
untuk disimpan. Apabila ada kalim atas obyek fiduslia
maka tidak akan disalah gunakan oleh debitur.

pemberi fidusia mengljinkan kreditur atau kuasanya
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untuk mengecek/memeriksa keadaan obyek dan khusunya
untuk benda persediaan atau piutang, kreditur berhak
untuk melakukan stock opname atau memeriksa buku kas
perusahaan pemberi Tidusia,.

Pasal 20 UUJF tersebut mengatur pula bahwa jamlinan
fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi ébyek Jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada
(asas droitde suite), kecuall pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek Jjaminan fidusia. Olehnya
penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat
tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik vang timbul
dari hubungan kontraktuwal atau yang timbul dari perbuat
an melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengallihan benda yang menjadi obyek fidusia tersebut
kepada pihak lain ( Pasal 24).

apabila haslil eksekusinya tidak mencukupl untuk pelunas
an hutang, debitur tetap bertangung jawab atas utang
yang btelum terbayar (Pasal 34 avat 2}.

karepna kreditur bukan pemilik sebenarnya atas cbyek
tersebut, maka dalam hal eksekusi akan dliaksanakan
pemberl fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi

aminan fidusia kepada kreditur selaku penerima

o}
[o
(T
=

e

¥
fidusia unituk mengamblil/menarlk obvek tersebut dari
kekuvasaan pemberi fidusia dan /atau dl1 tangan siapapun
obyek tersebut berada, bilamana periuv dengan bantuan

plhak yang berwenang ( penjelasan Pasal 30).
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B.Penvelamatan Kredit karena Wanprestasi

Debitur apabila tidak memenuhl apa yang telah diper-
janjikan dalam pengambilan kredit pada Bank Perkreditan
Rakyat Gunung KiniBalu BSemarang, maka dikatakan bahwa ia
melakukan n@npresta%i atau alifpa atau lalai{ atau cidra
Janji.

Menurut surat Edaran Bank Indonesia nomor.

23/12/BPPP, tanggal 28 februari 1991 tentang penggolongan

[
4o

o

2

kiibilitas Aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan

Atas Aktiva yang diklasifikasikan, Upaya-upaya penyelamatan

kredit vang dapat dilakukan oleh Bank adalah :

i. Penjadwalan kembaill {rescheduling), yalitu upaya berupa
melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang
berkenaan dengan jadwal pembayaran kemball atau jangka

wakiu kredit termasuk masa tenggang atau grace periode

(1]

1.

(T

alk termasuk perubahan besarnya jumlah anggsuran maupun

dak.

P

i

[N

. Persyaratan kemball (recoditioning), atas sebaglian atau
seluruh syarat-syarat perjanjlan kredit, yang tidak

terbatas hanva kepada perubahan jadwal angsuran dan atau

(T

jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa
memberikan tambahan kredlt atau tanpa melakukan koaver-

si atas seluruh atau sebaglian dari kredit menjadi

egquity perusahaan.

[#3]

. Penataan kemball {restructuring), yaitu berupa upava

melakukan perubahan syarat syarat perjanjian kredit

4]

berupa pemberian tambahan kredlt, atau melakukan
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konvers] atas selﬁruh atan sebagian dari kredit menjadi
equity perusahaan yvang dilakukan dengan atau tanpa
rescheduling dan atau tanpa reconditioning.

Dengan mengacu pada 3urat Edaran Bank Indonesia teg
sebut, Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang
dalam mengupavakan penyelamatan dana vang telah dikeluarkan
bila terjadi wanprestas! {kelalaian atau kealpaan) seorang
debitur dapat berupa:

a. tidak melakukan apa vang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan.
c¢c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. melakukan sesuvatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.
Apabila Debitur melakukan peristiwa wanprestasl poin
a, b, ¢, d tersebut diatas selama tiga bula berturut turut
maka oleh Manajemen Bank Perkreditan Rakyat Gunung KiniBalu
Semarang diperlakukan sanksi-sanksi berupa : ‘
a). peringatan atau teguran.
b). dikenakan denda.
c). berakibat pembatalan perjanjian.
d}. peralihan resiko.
Ada beberapa kemungkinan tindakan vang dilakukan oleh
Bank Perkreditan Rakyat Gunung XiniBalu Semarang dalam
mengupayakan penvelamatan dana yvang telah dikeluarkan bila

terjadi wanprestasl terhadap:




Lo&
1. Nasabah yang memberikan jaminan kepercayaan dengan akta
dibawah tangan { 99,68 % ).
1. Bank memberikan peringatan / pemberitahuan berupa
Surat peringatan ke I kepada sebagian kecil ( 18,17 % )
Nasabah yang berjumlah untuk menepati perjanjlan berupa
pembayaran angguran bulanan yang belum dibavar selams 3
( tiga) bulan berturut turut, dengan sanksi denda berupa
bunga tambahan atas keterlambatan pembavaran angsuran
sebagalmana tersebut dalam pasal 4 akta perjanjian
Persetujuan Pinjam Uang.
2. Bank memberikan Burat peringatan ke I1I kepada se
bagian kecil ( 11,31 % ) Nasabah yang tidak memenuhi /

tidak mengindahkan teguran atau Peringatan ke 1 ter

w

ebut, maka petugas Bank mendatangi kerumah Nasabah

n

o

untuk meminta keterangan beserta alasan alas

kelalaiannya, dengan kebljakan antara lain :
pertama: mengambil tindakan rescheduling ( 5,89 %)
antara lalin penambahan jangka waktu vyakni dua
sampal enam bulan darl waktu perjanjian, sehingga
nasabah atau keluarganya mempunyal waktu dan kekuat

an baru dalam memecahkan kesulitan usaha.
kedua mengambil tindakan restructuring {( 5,41 %) ataun
penataan kembali berupa upava melakukan koanversi
atas seluruh atau sebagian dari kredit yang belum
terbayvar menjadi kewajaran vang dilakukan dengan
mengadakan perjanjian baru dengan waktu perjanjian

vang lebih lama maksimal tambahan enam bulan dari




1low
waktu berakhirnya perjanjian pertama.

ketiga Nasabah membuat surat Pernyataan atau kesang-
gupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian

setelah dilakukan tindakan reschuduling dan atau

restructuring .

empat Apabila terdapat gejala Nasabah tidak memenuh;

pembayaran angsuran berkala sesual dengan pernvataan
atauw kesanggupan tersebuit diatas, maka tanpa me
nunggu jangka waktu yang diperjanjlkan hablis, Bank
menarik barang jaminan dari sebagian kecll WNasalbah
{ 2,85 %) dan meminta nasabah untuk menjual barang
barang yang dijadikan jaminan pada Bank. Dengan
penjualan yang dllakukan oleh nasabah sendiri maka
uang penjualan dapat digunakan untuk melunasi
kreditnya atau Bank mencari sendiri pembelinva untuk

menutup kekurangan pembavaran.

s>

Nasabah yang memberikan jaminan Fiduslia dengan akta
Notarlel { 0,32 %)

Bank memberikan peringatan berupa Surat peringatan ke
I kepada WNasabah ( 0,186 % } untuk menepati perjanjian
berupa pembavaran angsuran bulanan yvang belum dibavar
selama 3 (tiga) bulan berturut turut, dengan membayar
sanksi-sanksi denda sebagalimana disecbutkan dalam per
Janjlan.

Bank Perkredltan Rakvat gunung KinlBalu Ssmarang

sejak ﬂerdifl hingga scekarang belum pernah terjadl pembatal

an perjanjian serta aksekusi Pengadilan. Bila terdapat




gejala akan gagal, maka Bank meminta nasabah untuk mencari
pembeli atas barang yang dijadikan jaminan Fidusia pada
Bank. Setelah barang tersebut dirova baru penjualan barang
dapat dilakukan. Darl penjualan tersebut uangnva dapat
digunakan untuk melunasi kreditnya. Bank dapgt pula mencarl
sendirl peﬁbelinya unituk menutup kekurangan pembavaran atas

persetujuan Nasabah.

C. Penvelamatan Kredit karena Overmacht

5

17

orang Debitur dapat pula gagal dalam usaha bukan
dikarenakan kelalaiannya, tetapi karena sesuatu diluar
kekuasaannya yang dikenal dengan istilah Overmacht atau
force majeure.

Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Uadang-Undang Hukum
Perdata yang dapai digunakan sebagal pedoman ketentuan
overmacht ataw force majeure, antara lain adalah
1. Pasal 1244 :

"Jika ada alasan untuk itu, si berhuntang harus dihukum
mengganti biaya, rugl dan bunga apabila ia tidak dapat

membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang

Ll

tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena
suatu hal yang tidak terduga, maupun tidak dJdapat
dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya litu pun jika

itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

ideklah biaya rugl dan bunga, harus digantinva,
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu

ak disengaja si berhutang berhalangan mnem-
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berikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkan,

atau

lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan

yang terlarang."

3. Pasal 1545 :

"Jika suatu barang terte

untuk ditukar, musnah dij

persetujuan dianggap set
pihaknya telah memenuhi

kembali barang yang

kar."
4, Pasal 1333 :
"Jika selama waktu sewa,

luar
bagai
persetujuan,

la telah berikan dalam

dijanjikan
L
maka

ntu, yang telah

salah pemiliknya,

gugur, dan siapa vang dari

dapat menuntut

tukar-menu-

barang vang disewakan sama

sekali musnah karena suatu kejadian vang tidak disenga-

ja, maka pegsetujuan sewa

Darli rumusan Pasal-Pasal

yang harus dipenuhi terhadap
mafuere vaita :

1. tidak memenuhi prestasi,

I~

. ada sebab yvang terletak di
kutan; dan
3. Taktor penyvebab itu tidak
dapat dipertanggungjawabkan
Selain itu, dalam suatu

harus dapat dibuktikan oleh

sangkutan, mengenal :

1. bahwa ia tidak bersalah;

Z. bahwa fa tidak dapat memenuhi kewajlbannya dengan

lain sekalipun; dan

3. ia tidak menanggung resiko.

gugur demi hukum."

tersebut, ada 3 (tiga) unsur

[¢d

Overmacht atau force

vang

luar kesalahan yang bersang-
diduga sebelumnyva dan tidak
kepada yang bersangkutan.

cevermacht atau force majeure

orang atau pihak yang ber

jalan

J11




Menurut Munir Fuady (ibid:115), force majeure dapat
dibedakan dalam berbagai jenls. Blla dilihat darl segi
sasaran yang terkena force majeure, maka force majeure
sering dibedakan dalam :

1. Force majeure yang cobyektif, vaitu forge majeure vang
terjadf atas benda vyang merupakén objek kontrak ter
sebut, Artinya, keadaan benda tersebut sedemikian rupa

sehi

—

1gga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuail

kontrak, tanpa adanva unsur kesalahan dari pihak debit-

—

ur. Misalnya benda tersebut terbakar, maka pemenuhan
prestasi sama sekall tidak mungkin dilakukan, karena
yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari
kontrak. Force majeure seperti ini disebut Juga dengan
physical impossibility.

2. Force majeure yang subjektif, yaitu force majeure yang
terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemam—
pran debltur itu sendiri. Misalnva Jlka si debitur sakit
berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Selanjutnya, bila dillhat darl segi pelaksanaan
prestasi dalam kontrak, suatu overmacht atau force mafeure
dapat dibedakan dalam :

1. Force majfeur

@

yang absolut, wvaitu suatu force majeure

rak sama sekali

[l

yang terjadi sehinggas prestasi dari kon

tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan

objek kontrak musnah.

2. Force majeure yang relatif, vaitu suatu force majeure di
mana pemenuhan prestasi secara formal tidak mungkian
dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin

dilakukan. Misalnya terhadap kontrak ekspor impor, di

11z




mana setelah kontrak dibuat, terdapat lérangan impor
atas barang tersebut.

Oleh karena itu Bank Perkreditan Rakyat Gunung
KiniBalu dalam mengupavakan penyelamatan dana vyang telah
dikeluarkan bila terjadi overmacht dengan mellihat dari

’ -
segi pelaksanaan prestasi dalam kopntrak dengan menfnjau
kasus demi kasus.

Beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh Bank Per
kreditan Rakyat Gunung KiniBalu Semarang terhadap debitur
yang overmacht (0,22 %) vaitu :

a. Bagi nasabah Baru vang belum termasuk rating akan di
selesaikan melalul Asuransinya ( 0,12 % ) Asuransilah
yang akan membayar sesual dengan perjanjian yang telah
dibuat seb=lumnya.

b, Bagi nasabah vyang telah termasuk rating dalam Bank
maka kebijakan yvang dilakukan adalah :

Setelah Bank memberikan Surat peringatan ke I dan ke

11 kepada Nasabah yang tidak memenuhi/tidak meng
indahkan teguran atau Peringatan tersebut, dan Nasabah
memberikan alasan alasan yang dapat diterima misalnva
barang yang dijaminkan terbakar, hilang/dicuri, pada-
hal barang itu merupakan barang yang dapat untuk
memenuhi prestasinya ( sepeda motor ojek ) ( 0,09 %)
maka Bank mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. melakukan pengecekan ditempat Nasabah.

b. meminta surat surat darl kepala desa/Kelurahan,

kepeolisian, sebagai pendukuvng alasan Overmacht.
pertama: mengamblil tindakan rescheduling ( 6,06%)

antara lain penambahan Jangka waktu vakni empat

113




sampal sepuluh bulan dari waktu perjanjian,

kedua Nasabah membuat surat Pernyataan secara
tertulis atau kesanggupan pemenuhan perjanjian,
ketiga Bank mengupayakan agar Nasabah meliakukan
penggantian barang jaminan.

kéempat bila Nasabah tidak menepati perjanjian
(0,03 % ), maka bank meminta nasabah untuk menjual
barang-barang miliknya yang lain, dengan dilakukannva

penjualan tersebut dapat untuk melunasi kreditnya.
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BAB Vv

P E N U T UP

A Kesimpulan

Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat KiniBalu
emarang sebagian besar ( 99,68% ) dengan jaminan Kendaraan
bermotor secara kepercayaan dengan akta di bawah tangan,
nilal kreditnya sangat kecil antara Rp 2.000.000 hingga
Ep 10.000.0000 Janaua waktu 2-12 bulan. Sebagian kecil

o
7

{( 0,32 %) dengan Akta Notariel diproses berdasarkan Undang

[

Undang Fidusia.

Upaya-upaya dilakukan Bank Psrkreditan Rakyat Gunung
KiniBalu Semarang dalam menyelesaikan Kredit bermasalah
akibat nasabah wanprestasi lalah :

a. Dengan jaminan kepercayaan dengan akta di bawahtangan.
Bank memberikan Surat peringatan ke 1 da 11 kepada
Nasabah dengan kebijakan vaknl :

pertama: rescheduling, Ekedua restructuring

ketiga Burat Pernyataan secara tertuiis, empat

nasabah mencari sendiri pembellinya untuk pelunasan

b. Dengan jaminan Fidusia dengan akta Notariel.

Bank memberikan Surat peringat tan/tegoran, Bila terli-
hat gagal, Bank meminta naszbah mencarl sendicgi

pembeli setelah diroya.
Upaya yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Gunung
1

KiniBalu Semarang te erhadap debitur yang overmacht

yalitu:

-
I

fost




L1
a. Bagl nasabah Baru belum termasuk rating akan
dlselesalkan melalui Asuransinya.
b. Bagi nasabah termasuk rating kebijakan yang di
lakukan bank adalah :
memberikan Surat peringatan/tegoran dan terhadap
ﬁasabah vaing overmacht, sebagal beflkut :
a. meminta surat keterangan dari kepala desa/
Kelurahan, kepolisian, dokter sebagai pendukung

alasan.

- Nasabah membuat surat Pernvataan secara tertulls
resanggupan uatuk pemenuhan perjanjian.

- Bank mengupayakan agar Nasabah melakukan pen

0o

gantian barang jaminan .
- Bank meminta nasabah menjual barang selain vyang

dijadikan jaminan untuk melunasi kreditnya.

Saran

1. Bank Perkreditan Rakyat KiniBaliu Semarang dalam
pengikatan perjanjlan kredit dengan Jjaminan fldusla
gebaiknyva dibuat dalam benituk akta notariel bukan

! = 1

akte dibawah tangan, agar mempunyal kepastian hukum.

2. Bank Perkreditan Rakvat KiniBalu Semarang didalam
pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
hendalkinva bukan mengggunakan Fomullir penverahan hak

milik mutlak sebagal Jjaminan { Fiduciaire Ejigendoms

Overdracht), karena ketentuan tersebut sudak tidak

bertaku dan diganti dengan Uandang-Undang Jaminan




1L
Fidusia yakni UU Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia.

Perlu pengawasan secara ketat terhadap obyek jaminan

o

fiduslia berupa benda kenderaan bermotor vang mudah
of &

dialihkan kepada pihak lain, agar tidak merugikan
' ¥
kEreditur.

-

¢
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